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Vian Cakra Dwitama (B12113501), dengan judul “Kerja Sama
Pemanfaatan Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota
Makassar Makassar”. Di bawah bimbingan Marwati Riza selaku
Pembimbing I dan Anshori Ilyas selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk hukum kerja sama
dalam pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Kota Makassar
dengan PT. Melati Tunggal Inti Raya atas Perjanjian Pengembangan dan
Peremajaan Pasar Sentral Ujung Pandang-Makassar Mall dan untuk
mengetahui status Hak Milik dan Hak Pengelolaan Barang Milik Daerah
yang telah dikerjasamakan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan PT.
Melati Tunggal Inti Raya atas Perjanjian Pengembangan dan Peremajaan
Pasar Sentral Ujung Pandang-Makassar Mall.
Penelitian ini dilaksanakan di PT. Melati Tunggal Inti Raya, dan
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Jenis
sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan kontrak
yang terkait dengan penulisan ini dan data sekunder yang merupakan data
yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari perundang-
undangan, literatur, laporan-laporan, buku dan tulisan ilmiah yang terkait
dengan pembahasan penulis.
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil penelitian
sebagai berikut, (1) Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan antara Pemerintah
Kota Makassar dengan PT. Melati Tunggal Inti Raya tentang Peremajaan
dan Pengembangan Pasar Sentral Ujung Pandang dikategorikan sebagai
kontrak publik. (2) Hak Milik atas tanah dan Bangunan berada pada
Pemerintah Kota Makassar dan PT. Melati Tunggal Inti Raya memperoleh
Hak Pengelolaan (HPL) serta Hak Guna Bangunan (HGB) dan apabila
perjanjian berakhir, maka seluruh hak-hak yang timbul dalam perjanjian
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Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya
bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada
pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah nomoi”.
Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai
akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi absololutisme. Konsep
negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam dua sistem, yaitu
sistem hukum Eropa Kontinental dengan istilah Rechtsstaat dan sistem
Anglo-Saxon dengan istilah Rule of Law.1
Dalam perkembangannya, mengingat kebutuhan rakyat untuk
menyejahterakan kehidupannya semakin mendesak dan semakin
kompleks, maka timbul ajaran negara hukum materiil (materiele
rechtsstaat), yang memperkenalkan negara campur tangan lebih aktif untuk
mengurus kesejahteraan rakyatnya. Tipe negara hukum demikian disebut
juga negara hukum kemakmuran atau negara kesejahteraan (Welfare
State/Social Service State), atau negara hukum modern.
Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah negara
hukum atau pemerintah yang tidak semata-mata sebagai penjaga
1 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD
1945, Kencana, Jakarta, 2010. Hal.61
2keamanan atau ketertiban masyarakat tetapi juga sebagai pemikul utama
tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum,
dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sejalan dengan
pendapat Bagir Manan, Sjahran Basah berpendapat bahwa tujuan
pemerintah tidak semata-mata dibidang pemerintahan saja, melainkan juga
harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai
pembangunan nasional.2
Pemerintah disuatu negara modern “welfare state” menguntamakan
kepentungan seluruh rakyat, yang merupakan suatu konsekuensi yang
memaksa-turut secara aktif dalam pergaulan sosial sehingga kesejahteraan
sosial bagi semua orang tetap terpelihara.3
Konsep negara hukum modern/materil (negara kesejahteraan) ini
dianut Indonesia, dengan tujuan terwujudnya masyarakay adil dan makmur
baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
sehingga disebut negara hukum Pancasila. Dalam negara hukum demikian,
maka fungsi/tugas negara Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Fungsi keamanan, pertahanan, dan ketertiban (defence, security,
and protectional function). Termasuk dalam funsi ini adalah
fungsi perlindungan terhadap kehidupan, hak milik, dan hak-hak
2 Ida Nurlinda, Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum, Jakarta, Rajawali
Pers, 2009, hal.15
3 E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Adminstrasi Negara, PT Ichtiar
Baru, Jakarta, 1985. Hal. 8
3lainnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
b. Fungsi kesejahteraan (walfare function), termasuk dalamnya
social service dan social walfare. Yang jelas seluruh kegiatan
yang ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat
serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
c. Fungsi pendidikan (educational function), termasuk kedalamnya
tugas penerangan umum nation and character building,
peningkatan kebudayaan dan sebagainya.
d. Fungsi mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia (world
peace and human walfare) dalam arti luas.
Dengan demikian, pada negara hukum Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945, ada keseimbangan dan keterpaduan fungsi
reguler dan fungsi pembangunan. Keterpaduan kedua fungsi tersebut
menyebabkan kewajiban negara Indonesia terhadap rakyatnya menjadi
semakin luas, di mana negara mempunyai kewenangan untuk mengatur
dan mengarahkan segala aspek kehidupan masyarakat.4
Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional,
pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi
daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004
4 Ida Nurlinda, op.cit., hal. 16
4tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam
mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang
bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah
masing-masing.
Sebagaimana diketahui bahwa seiring dengan dinamisnya
pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah (daerah) memiliki peluang
yang sangat besar untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga
sebagaimana dijamin dalam Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut5 :
(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat
mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling
menguntungkan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
oleh Daerah dengan:
a. daerah lain;
b. pihak ketiga; dan/atau
c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
5 Lihat pada Pasal 363 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
5(3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama
sukarela.
Pembangunan infrastuktur berupa sarana dan prasarana sebagai
penunjang tercapainya tujuan bernegara memang tidak dapat dihindarkan.
Namun tidak dapat juga dihindarkan kenyataan bahwa pemerintah
mempunyai kemampuan terbatas sehingga dibutuhkan kerjasama dengan
pihak swasta dalam mewujudkan semua kebutuhan tersebut. Maka
perjanjian pemerintah sebagai penentu kebijakan negara dengan swasta
sebagai pihak yang bekerja sama untuk mewujudkan lancarnya
pembangunan sarana dan prasarana juga tidak dapat dihindarkan.
Selanjutnya kontrak kerjasama pemerintah, dengan swasta menjadi suatu
hal yang biasa.
Dinamika perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin
maju, dan bertambah besarnya beban pemerintah sebagai penyelenggara
pemerintahan maka mau tidak mau peran pemerintah tersebut hendaknya
sebagian diserahkan kepada sektor swasta untuk dikelola. Hal tersebut
merupakan suatu konsekuensi bahwa munculnya pemikiran perspektif new
public management tersebut karena melihat adalanya fenomena
keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengelola public asset yang
dimiliki.6
6 Abdul Mahsyar, Public Private Partnership: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta dalam
Pengelolaan Asset Publik di Kota Makassar, Jurnal Administrasi Publik, 2015, hal.72.
6Perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga
dimungkinkan sepanjang yang menyangkut public services. Public services
memiliki karakteristik sebagaimana dikemukakan oleh Oliver Hotman,
sebagai berikut : (1) generally cannot choose costomer; (2) roles limited by
legislation; (3) politics institutionalizes confict; (4) complexx accountability;
(5) very open to security; (6) action must be justified; (7) objectives outputs
difficult to statemeasure.
Di samping memiliki karakteristik di atas, public services dicirikan
dengan dua ciri, yaitu : (1) Non excludability, yaitu orang-orang yang
membayar diharapkan menikmati barang itu dan tidak dapat dipisahkan
dengan orang-orang yang tidak membayar tetapi menikmati juga barang
tersebut; dan (2) Non rivairy consumption, yaitu seorang yang
mengkonsumsi barang itu, dan orang lain mengkonsumsinya pula.
Berhubung pemerintah tidak memiliki kemampuan menghasilkan barang
public services yang akan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, maka
pemerintah harus menyediakan agar kesejahteraan seluruh masyarakat
dapat ditingkatkan.7
Regulasi dalam Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah, yaitu dalam rangka kerjasama dengan pihak lain
sebagai berikut :
7 Zainal Asikin, Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan
Infrastruktur Publik, Minmbar Hukum Volume 25 Nomor 1, 2013, hal. 56.
7a. mengoptimalkan daya guna dan hasil barang milik Negara/Daerah;
dan/atau
b. meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah;
untuk mengoptimalkan barang milik daerah, bentuk pengelolaannya dapat
dikerjasamakan dengan pihak lain. Dalam pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah diatur juga mengenai bentuk-bentuk pengelolaan yaitu 1)
sewa; 2) Pinjam Pakai; 3) Kerja sama pemanfaatan; 4) Bangun Guna Serah
atau Bangun Serah Guna; atau 5) Kerja sama penyediaan Infrastuktur.
Dalam hal kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah
dalam prakteknya, Kontrak antara Pemerintah dan Swasta merupakan
suatu bentuk kerjasama yang kedudukannya setara antara dua pihak, baik
itu sektor pemerintah maupun sektor swasta yang mengikatkan diri untuk
menjalin hubungan yang saling menguntungkan dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Kontak kerja sama
merupakan pengaturan antara pemerintah dan sektor swasta untuk
menyediakan berbagai jenis pelayanan publik, seperti pembangunan
infrastruktur, penyediaan fasilitas-fasilitas komunitas, dan berbagai jenis
pelayanan lainnya. Kontak Kerja sama bercirikan adanya pembagian
investasi, resiko, pertanggungjawaban, dan penghargaan antara
pemerintah dengan sektor swasta yang menjadi mitranya. Alasan yang
melatarbelakangi lahirnya model tersebut umumnya berkaitan dengan
pembiayaan, perancangan, konstruksi, operasionalisasi, dan pemeliharaan
pelayanan infrastruktur.
8Salah satu contoh pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Pihak
swasta dalam bentuk kontrak yaitu Kerja sama antara Pemerintah Kota
Makassar dengan PT. Tosan Permai Lestari dalam pengelolaan Lapangan
Karebosi di Kota Makassar. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan
daya guna dan hasil Barang Milik Negara Daerah dalam fungsi pelayanan
publik untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi dalam proses
pelaksanaannya, Kontrak Kerja sama ini mempunyai persoalan. Persoalan
yang muncul dalam proses pelaksanaan Kerja sama tersebut adalah kinerja
pemerintah yang terkesan tidak mampu dalam negoisasi. Hal ini terlihat
ketika pemerintah dalam menyusun perjanjian kerjasama. Kapasitas
pemerintah dalam negoisasi dengan pihak swasta sering kali lemah dan
menjadi pihak yang dirugikan.8
Kedudukan hukum pemerintah yang mewakili dua institusi, tampil
dengan “twee petten” dan diatur dengan dua bidang hukum yang berbeda,
yaitu hukum publik dan hukum privat, akan melahirkan tindakan hukum
dengan akibat-akibat hukum juga yang berbeda. Dalam praktik agak
kesukaran membedakan kapan tindakan hukum pemerintah itu diatur oleh
hukum publik dan kapan diatur oleh hukum privat dan tunduk pada hukum
perdata, apalagi adanya kenyataan tindakan hukum pemerintah tidak selalu
dilakukan oleh organ pemerintah, tetapi juga oleh seseorang atau badan
hukum perdata dengan syarat tertentu.
8 Amril, Kemitraan Antara Pemerintah Dan Swasta Di Kota Makassar (Studi Kasus
Lapangan Karebosi), Tesis, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2012.
9Di samping itu, ada pula kesukaran lain dalam menentukan garis
batas tindakan hukum pemerintah apakah bersifat publik atau privat
terutama sehubungan dengan adanya dua macam tindakan hukum publik,
yaitu yang bersifat murni, sebagai tindakan hukum yang dilaksanakan
berdasarkan kewenangan hukum publik, dan bersifat campuran antara
hukum publik dan hukum privat.
Dalam melakukan kerjasama pengelolaan barang milik
negara/daerah seringkali pejabat terbelit kasus korupsi, kesukaran
pemerintah dalam menentukan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga
menjadi permasalahan. Ketika kerjasama dalam bentuk kontrak
dilaksanakan menggunakan kontrak privat yang berpedoman pada hukum
keperdataan, seringkali terjadi kesewenanangan dalam menentukan
klausul dalam kontrak tersebut karena adanya asas kebebasan berkontrak
dalam hukum perdata.
Kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga untuk
pemanfaatan Barang milik daerah. Dengan dalih kerjasama untuk
mendapatkan keuntungan agar meningkatkan pendapatan daerah atas
pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah tersebut, dalam
regulasinya mengatur bahwa “jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan
paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat
diperpanjang”9 namun pada kenyataannya, barang milik Pemerintah
9 Lihat Pada Pasal 33 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
10
Daerah yang dijadikan modal tergerus habis. Dan setelah dikelolah dan
dimanfaatkan dalam bentuk kontrak kerjasama dengan pihak ketiga,
sengketa status kepemilikan barang milik daerah yang telah
dikerjasamakanpun menjadi masalah yang sulit diselesaikan.
Pengelolaan pulau kecil Makassar seperti Kayangan dan Lae-lae
yang keduanya telah berpindah pengelolaannya kepada pihak swasta.
Bahkan Pulau Lae-lae yang juga merupakan salah satu destinasi wisata
bahari di kota ini, kepemilikannya telah berpindah tangan ke swasta10 juga
merupakan contoh kerja sama Barang Milik Daerah di Kota Makassar. Hal
ini terjadi karena klausul kontrak pemerintah dan pihak ketiga yang oleh
pemerintah tindak dapat membedakan tindakan pemerintah tersebut
berpedoman pada hukum publik atau hukum privat.
Berdasarkan uraian dan ilustrasi di atas, maka penulis tertarik untuk
mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut, yang penulis tuangkan dalam
bentuk skripsi dengan judul: Kerja Sama Pemanfaatan dalam Pengelolaan
Barang Milik Daerah Di Kota Makassar.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan
yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :
10Amri Nur Rahmat, ASET DAERAH: DPRD Makassar desak inventarisasi,
http://kabar24.bisnis.com/read/20120228/78/66340/aset-daerah-dprd-makassar-desak-
inventarisasi diakses pada tanggal 17/11/2016 pukul 01.37
11
1. Bagaimana bentuk hukum kerja sama dalam pengelolaan Barang
Milik Daerah oleh Pemerintah Kota Makassar dengan PT. Melati
Tunggal Inti Raya atas Perjanjian Pengembangan dan
Peremajaan Pasar Sentral Ujung Pandang-Makassar Mall ?
2. Bagaimana status Hak Milik dan Hak Pengelolaan Barang Milik
Daerah yang telah dikerjasamakan oleh Pemerintah Kota
Makassar dengan PT. Melati Tunggal Inti Raya atas Perjanjian
Pengembangan dan Peremajaan Pasar Sentral Ujung Pandang-
Makassar Mall ?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian secara umum bertujuan untuk mengkaji secara mendalam
mengenai aspek hukum kerja sama pemanfaatan dalam pengelolaan
Barang Milik Daerah. Selain tujuan umum tersebut, dilakukan penelitian ini
dikhususkan untuk :
1. Untuk mengetahui bentuk hukum kerja sama dalam pengelolaan
Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Kota Makassar dengan PT.
Melati Tunggal Inti Raya atas Perjanjian Pengembangan dan
Peremajaan Pasar Sentral Ujung Pandang-Makassar Mall.
2. Untuk mengetahui status Hak Milik dan Hak Pengelolaan Barang
Milik Daerah yang telah dikerjasamakan oleh Pemerintah Kota
Makassar dengan PT. Melati Tunggal Inti Raya atas Perjanjian




Penelitian ini diharapkan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi
perkembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum. Serta
memperkaya pengetahuan penulis dan pembaca di bidang hukum
khususnya di bidang hukum administrasi negara. Selain itu, penelitian ini
diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, pemerintah, serta
masyarakat umum untuk dapat mengetahui aspek hukum kontrak kerja





Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh
Plato, ketika ia menulis Nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat diusia
tuanya, sementara dalam dua tulisan pertamanya, politeia dan Politicos,
belum muncul istilah negara hukum. Dalam nomoi, Plato mengemukakan
bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada
pengaturan (hukum) yang baik.11 Gagasan plato tentang negara hukum ini
semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang
menuliskannya dalam buku Politica. Menurut Aristoteles, suatu negara
hukum yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan
berkedaulaan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang
berkonstitusi, yaitu : Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan
umum; Kedua, Pemertintah  dilaksanakan menurut hukum yang
berdasarkan ketentuan-ketentuan negara umum, bukan hukum yang
secara sewenang-wenang yang menyampaikan konvensi dan konstitusi;
Ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas
kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang yang dilaksanakan
pemerintah despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles
mengatakan, konstitusi merupakanpenyusunan jabatan dalam suatu
11 Tahir Azhary, Negara Hukum, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, Hal. 66.
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negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan
pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan
aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan
tersebut.12
Konsep negara hukum formal (klasik) mulai digugat menjelang
pertengahan abad ke-20 tepatnnya setelah Perang Dunia. Beberapa faktor
yang mendorong lahirnya kecaman atas negara hukum formal, pluralis
liberal, seperti dikemukakan Miriam Budiardjo, antara lain adalah akses-
akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham
sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan merata serta
kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa.
Gagasan bahwa pemerintah dilarang investasi dalam urusan warga
negara baik dalam bidang sosial maupun di bidang ekonomi akhirnya
bergeser ke dalam gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung
jawab atas kesejateraan rakyat. Untuk itu, pemerintah tidak boleh bersifat
pasif atau berlaku sebagai “penjaga malam”, melainkan harus berperan
aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan
masyarakatnya dengan cara mengatur ekonomi dan sosial.
Gagasan baru inilah yang kemudian dikenal sebagai welvaart staat,
verzorgingsstaat, welfare state, social service state atau “negara hukum
12 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 2
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meterial” (dinamis) dengan ciri-ciri berbeda yang dirumuskan dalam konsep
negara hukum formal (klasik).13
Negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep
kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan
tertinggi dalam proses suatu negara adalah hukum. Krabe menyatakan
bahwa :
“negara sebagai pencipta dan penegak hukum dalam segala
kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum
membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari
kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang berkaitan
dengan sesorang (impersonal)”.14
Gagasan negara hukum muncul kembali secara lebih eksplisit, yaitu
dengan munculnya konsep rechtsstaat dari freidrich Julius Stahl, yang
diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara
hukum (rechtsstaat) adalah sebagai berikut :
a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak
itu;
c. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
d. Peradilan administrasi dalam perselisian.
Pada wilayah Anglosakson, muncul pula konsep negara hukum (rule
of law) dari A.V. Dicey, dengan unsur-unsur sebagai berikut :
13 Majda El-muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945
sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Jakarta, Kharisma Putra Utama,
2012, hal. 24-25
14 Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta, 2015, hal. 16-17
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a. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law); tidak
adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary
power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau
melanggar hukum;
b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality
before the law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun
pejabat.
c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara
lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan
pengadilan.
Sehubungan dengan adanya unsur equality before the law pada rule
of law yang berlaku sama terhadap pejabat maupun warga negara, maka
Hukum Administrasi Negara sebagai hukum yang secara khusus mengatur
hubungan antara pemerintah dengan warga negara dianggap asing bagi
masyarakat Inggris. Dalam konteks ini A.V. Dicey mengatakan, “In England
we know nothing of administrative law, and we wish to know nothing”. 15
Dalam perkembangannya, mengingat kebutuhan rakyat untuk
menyejahterakan kehidupannya semakin mendesak dan semakin
kompleks, maka timbul ajaran negara hukum materiil (materiele
rechtsstaat), yang memperkenalkan negara campur tangan lebih aktif untuk
mengurus kesejahteraan rakyatnya. Tipe negara hukum demikian disebut
15 Ridwan HR, op.cit., hal.3
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juga negara hukum kemakmuran atau negara kesejahteraan (Welfare
State/Social Service State), atau negara hukum modern.16
Plato dan Aristoteles mengintrodusir negara hukum sebagai negara
yang diperintah oleh negara yang adil. Menurutnya, hukum yang
diharapkan adalah hukum yang adil dan dapat memberikan kesejahteraan
bagi masyarakatnya; hukum yang bukan merupakan paksaan dari
penguasa, melaikan sesuai dengan kehendak warga negara.17
Konsep negara kesejahteraan pertama kali muncul setelah berakhir
Perang Dunia II. Konsep ini erat kaitannya dengan kondisi sosial, politik dan
ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram akibat kegagalan politik
dan ekonomi kapitalis yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara
hukum liberal.
Dengan dilatarbelakangi oleh kondisi sosial, ekonomi masyarakat.
Kebebasan dan persamaan yang melandasi perhubungan masyarakat
dengan negara dirasakan sudah tidak memadai lagi. Peranan negara yang
dahulunya dirasakan terbatas pada penjagaan ketertiban semata,
diupayakan untuk diperluas dengan menberikan kewenangan yang lebih
besar pada negara untuk mengatur perekonomian masyarakat.
Konsep negara kesejahteraan tersebut mengalami perkembangan
dengan memulai varian. Menurut Utrecht (1960), lapangan pekerjaan
16 Ida Nurlinda, op.cit., hal.14-15
17 Abdul Hamid, Teori Negara Hukum Modern, Bandung, CV Pustaka Setia, 2016,
hal.304
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dalam konsep negara kesejahteraan mengutamakan kepentingan seluruh
rakyat dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan kepentingan umum.18
Dalam negara kesejahteraan (negara hukum modern), Muchsan
menyatakan sebagai berikut :
“Tujuan pokok negara tidak terletak pada mempertahankan hukum
(positif), tetapi pada tujuan mencapai keadilan sosial (sociale
gerechtigheid) bagi semua warga negara. Oleh karena itu, jika perlu,
negara dapat bertindak di luar hukum untuk mencapai keadilan sosial
bagi seluruh warga negara. Alat administrasi negara dalam
melaksanakan fungsinya (bestuurszorg) diberikan kebebasan untuk
bertindak (freis ermessen), tanpa harus melanggar asas legalitas
dan tidak bertindak sewenang-wenang.”
Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah negara
hukum atau pemerintah yang tidak semata-mata sebagai penjaga
keamanan atau ketertiban masyarakat tetapi juga sebagai pemikul utama
tanggung jawan dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum,
dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sejalan dengan
pendapat Bagir Manan, Sjahran Basah berpendapat bahwa tujua
pemerintah tidak semata-mata dibidang pemerintahan saja, melainkan juga
harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai
pembangunan nasional.19
Pandangan dari Philipus M. Hadjon (1985) dalam disertasinya, yang
menegaskan bahwa meskipun terdapat dalam rumusan pembukaan UUD
1945 tujuan negara indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan
18 Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara: Dalam Privatisasi BUMN, Kencana, Jakarta,
2012, hal.15
19 Ida Nurlinda, op.cit., hal.15
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umum, atau dalam rumusan lainnya dalah untuk mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat indonesia, akan tetapi tujuan tersebut janganlah
ditafsirkan bahwa negara hukum Pancasila merupakan negara
kesejahteraan dalam pengertian welvaartstaat.
Menurut Aminuddin Ilmar dalam bukunya mengemukakan bahwa
meskipun konsep negara kesejahteraan dalam arti welvaartstaat berbeda
arti dan makna dengan konsep negara kesejahteraan Pancasila, akan
tetapi kedua konsep tersebut sama-sama memberikan perhatiannya
kepada kesejahteraan masyarakat meskipun dengan cara dan
pelaksanaanya yang berbeda, sehingga esensi yang terkandung dalam
konsep tersebut dapan dijadikan landasan teoritis bagi keikutsertaan
negara dalam kehidupan menyarakat.20
Konsep negara hukum modern/materil (negara kesejahteraan) ini
dianut Indonesia, dengan tujuan terwujudnya masyarakat adil dan makmur
baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
sehingga disebut negara hukum Pancasila. Dalam negara hukum demikian,
maka fungsi/tugas negara Indonesia adalah sebagai berikut21 :
a. Fungsi keamanan, pertahanan, dan ketertiban (defence, security,
and protectional function). Termasuk dalam funsi ini adalah
fungsi perlindungan terhadap kehidupan, hak milik, dan hak-hak
20 Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara: Dalam Privatisasi BUMN, op.cit., hal.16-17
21 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan
Tata Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2000, hal.8.
20
lainnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
b. Fungsi kesejahteraan (walfare function), termasuk dalamnya
social service dan social walfare. Yang jelas seluruh kegiatan
yang ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat
serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
c. Fungsi pendidikan (educational function), termasuk kedalamnya
tugas penerangan umum nation and character building,
peningkatan kebudayaan dan sebagainya.
d. Fungsi mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia (world
peace and human walfare) dalam arti luas.
Dengan demikian, pada negara hukum Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945, ada keseimbangan dan keterpaduan fungsi
reguler dan fungsi pembangunan.
Melalui pengertian negara sebagaimana telah disampaikan, setiap
negara mempunyai fungsi negara. Seorang pakar hukum bernama
Wolfgang Friedman berpendapat bahwa fungsi negara antara lain22 :
a. sebagai penyelenggara atau penjamin kesejahteraan, atau
sebagai the state as provider;
b. sebagai pengatur atau regulator, atau the state as regulator;
c. sebagai pengusaha, atau the state as entrepreneur; dan
22 Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara: Dalam Privatisasi BUMN, op.cit. hal. 13
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d. sebagai wasit, atau the state as umpire.
A. Tindakan Hukum Pemerintah
1. Pengertian Tindakan Pemerintah
Istilah tindakan atau perbuatan pemerintahan itu sendiri terambil dari
kata “tindak” atau “berbuat” (handeling, act.). dalam kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) kata tindakan atau perbuatan (headelingen, action)
dimaksudkan sebagai suatu bentuk perilaku kegiatan yang dilakukan oleh
seseorang atau badan (organ) yang membawa pada akibat tertentu. Dalam
kepustakaan hukum administrasi dijelaskan bahwa sebagai subjek hukum
maka tindakan atau perbuatan pemerintahan sama seperti subjek hukum
lainnya yakni, dapat melakukan berbagai tindakan atau perbuatan baik
berupa tindakan atau perbuatan nyata pemerintahan (feitelike handelingen)
maupun berupa tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan
(rechtshandelingen). 23
Untuk lebih memahami arti tindakan pemerintah, C. Van
Vollenhoven mendefinisikan tindakan pemerintah sebagai pemelihara
kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh
penguasan tinggi dan rendah (prinsip hierarkhi). Romenyn juga
mendefinisikan sebagai tindakan/perbuatan dari satu alat perlengkapan
pemerintahan (bertuursorgaan), juga di luar lapangan Hukum Tata
23 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, identitas Universitas Hasanuddin,
Makassar, 2013, hal.144
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Pemerintah. Misalnya, keamanan dan peradilan yang dimaksud
menimbulkan akibat hukum di bidang administrasi. Selanjutnya Van Poelje
berpendapat tindakan pemerintah merupakan manifestasi atau perwujudan
bertuur.24
Sebagai pendukung hak dan kewajiban (drager van de rechten en
plichten) maka setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan mempunyai
konsekuensi atau akibat dari tindakan atau perbuatan yang dilakukannya.
C.J.N. Verstenden (1984:55) mengartikan, bahwa tindakan atau perbuatan
nyata pemerintahan adalah suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan
yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidaklah
menimbulkan akibat hukum. Tindakan atau perbuatan nyata pemerintahan
yang dimaksud seperti; pemerintah diundang untuk melakukan peresmian
terhadap suatu acara, menghadiri dan memberikan kata sambutan pada
kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, menandatangani prasasti
peresmian suatu bangunan dan sebagainya.25
R.J.H.M. Huisman (1990:13) mengemukakan pengertian apa yang
dimaksud dengan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan yaitu,
suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk
menciptakan hak dan kewajiban (een rechtshadelingen is gericht op het
scheppen van rechten en plichten). Dengan kata lain, suatu tindakan atau
24 Safri Nugraha.dkk., Hukum Administrasi Negara, Badan Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 86
25 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan,op.cit., hal. 145
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perbuatan yang berdasarkan sifat dan karakternya dapat menimbulkan
akibat hukum tertentu. Melihat asal muasal istilah tindakan atau perbuatan
hukum berasal dari konsep hukum perdata sebagaimana dikemukakan oleh
A.D. Belifante (1983:49), bahwa dalam bidang hukum perdata tindakan atau
perbuatan hukum merupakan tindakan atau perbuatan hukum merupakan
tahapan awal lahirnya suatu hubungan hukum yakni, suatu hubungan yang
ada relevansinya dengan hukum. Selanjutnya, beliau mengemukakan
bahwa lahirnya suatu hubungan hukum yang lain karena hubungan tersebut
dapat menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.
Hubungan hukum lahir dari adanya kehendak dan pernyataan yang dibuat
baik yang dilakukan secara tegas maupun secara diam-diam di antara para
pihak dalam kedudukan yang sejajar.
Konsep tindakan atau perbuatan hukum dalam lapangan hukum
perdata tersebut kemudian diambil alih dan digunakan pula dalam lapangan
hukum administrasi, sehingga dalam hukum administrasi dikenal pula istilah
tindakan atau perbuatan hukum administrasi dan/atau pemerintahan.
Walaupun diambil dari konsep hukum perdata namun terdapat perbedaan
dalam konsep hukum administrasi. Dalam konsep hukum perdata tindakan
atau perbuatan hukum memerlukan persetujuan para pihak atau perbuatan
hukum memerlukan persetujuan para pihak atau persesuaian kehendak,
sedangkan dalam konsep hukum administrasi tindakan atau perbuatan
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pemerintahan itu tidak memerlukan peretujuan atau kehendak warga
masyarakat oleh karena itu bersifat sepihak mengikat.26
Menurut H.J.Romeljin (1934:89) bahwa suatu tindakan hukum
administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang timbul dari organ
administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan
adanya akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara. Akibat
hukum yang lahir dari tindakan hukum adalah akibat-akibat yang memiliki
relevansi dengan hukum, seperti penciptaan hubungan hukum baru,
perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada. Dengan kata lain
akibat-akibat hukum itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut :
a. jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau
kewenangan yang ada;
b. bilamana menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi
seseorang atau objek yang ada; dan
c. bilamana terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun
status tertentu yang ditetapkan.
Bila dikatakan tindakan hukum pemerintah itu merupakan pernyataan
kehendak sepihak dari organ pemerintahan dan membawa akibat hukum
atau keadaan hukum yang ada, maka kehendak organ tersebut tidak boleh
mengandung cacad seperti kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog),
paksaan (dwang), dan lain-lain yang menyebabkan akibat-akibat hukum
26 Ibid., hal. 145-146
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yang tidak sah. Di samping itu, karena setiap tindakan pemerintah itu harus
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
dengan sendirinya tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau
bertentangan dengan peraturan yang bersangkutan, yang dapat
menyebabkan akibat-akibat hukum yang muncul itu batal (nietig), atau
dapat dibatalkan (nietigbaar)27
2. Unsur-unsur Tindakan Hukum Pemerintah
Disebutkan bahwa tindakan pemerintah adalah tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara yang
dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang
pemerintah atau administrasi negara. Berdasarkan pengertian ini tampak
ada beberapa unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan sebagai berikut :
a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam
kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat
perlengkapan pemerintahan (bertuursorganen) dengan prakarsa
dan tanggung jawab sendiri;
b. Perbuatan tersebut dilaksanakan delam rangka menjalankan
fungsi pemerintahan;
c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk
menimbulkan akibat hukum di bidang Hukum Administrasi
Negara; dan
27 Ridwan HR, op.cit., hal. 111.
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d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka
pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.
Unsur-unsur yang dikemukakan oleh muchsan ini perlu ditambah,
terutama kaitannya dengan negara hukum yang mengemukakan asas
legalitas (wetmatigheid van bedtuur), yaitu perbuatan hukum administrasi
harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tanpa dasar peraturan perundang-undangan, tindakan hukum pemerintah
akan dikategorikan sebagai tindakan hukum tanpa kewenangan
(onbevoegd). Ada tiga kemungkinan onbevoegd, yaitu: Pertama, tidak
berwenang dari segi wilayah (onbevoegdheid ratione loci atau
onbevoegdheid naar plaats); kedua, tidak berwenang dari segi waktu
(onbevoegdheid ratione temporaris atau onbevoegdheid naar tidj); ketiga,
tidak berwenang dari segi materi (onbevoegdheid retione materie atau
onbevoegdheid naar materie). P. de Haan dan kawan-kawan menyebutkan
onbevoegdheid itu mencakup onbevoegdheid absolut, yaitu berkenaan
dengan substansi wewenang atau suatu urusan, dan onbevoegdheid relatif
yakni berkenaan dengan waktu dan tempat.28
3. Macam-Macam Tindakan Hukum Pemerintah
Telah jelas bahwa pemerintah atau administrasi negara adalah
subjek hukum yang mewakili dua institusi yaitu jabatan pemerintahan dan
badan hukum. Karena wakili dua institusi maka dikenal ada dua macam
28 Ibid., hal. 114.
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tindakan hukum, yaitu tindakan-tindakan hukum publik
(publiekrechtshandelingen) dan tindakan hukum privat
(privaatrechtshandelingen). Di dalam ABAR, tindakan hukum pemerintah
dijelaskan sebagai berikut.
“tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam
menjalankan pemerintahannya dapat dibedakan dalam tindakan
hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan publik berarti
tindakan hukum yang dilakukan tersebut didasarkan pada hukum
publik, sedangkan tindakan hukum privat adalah tindakan hukum
yang didasarkan pada ketentuan hukum privat”.
Kedudukan hukum pemerintah yang mewakili dua institusi, tampil
dengan “twee petten” dan diatur dengan dua bidang hukum yang berbeda,
yaitu hukum publik dan hukum privat, akan melahuikan tindakan hukum
dengan akibat-akibat hukum yang berbeda.29
Berdasarkan kelaziman sistematik (menurut sistem), hukum itu
dibagi dalam dua golongan, yakni privat (sipil) dan hukum publik, oleh
sebab itu perbuatan hukum itu ada dua kategori pula :
a. Perbuatan menurut hukum privat, dan
b. Perbuatan menurut hukum publik.
Pembagian tersebut bukanlah pembagian yang absolut (mutlak). Sering
juga, administrasi negara mengadakan hubungan hukum
(reschtshandeling)  dengan subyek hukum lain berdasarkan hukum privat.30
29 Ibid., hal.115-116.
30 E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,
Jakarta, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1985, hal.67.
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Badan atau pejabat tata usaha negara tidak sekedar menjalankan
kekuasaan dan wewenang hukum publik. kerapkali badan atau pejabat tata
usaha negara juga melakukan berbagai perbuatan hukum keperdataan
(privaatrechtelijke handeling), seperti halnya seorang warga (dalam arti
manusia pribadi/natuurlijke persoon), badan atau pejabat tata usaha negara
mengikat diri pada berbagai perjanjian keperdataan, misalnya perjanjian
jual-beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pemborongan, bahkan
penghibaan. Di sini, badan atau pejabat tata usaha negara itu tidak diatur
berdasarkan hukum publik, tetapi didasarkan pada peraturan perundang-
undangan hukum perdata (privaatrecht), sebagaimana lazimnya peraturan
perundang-undangan yang mendasari perbuatan hukum keperdataan yang
dilakukan seorang warga dan badan hukum perdata.
Di negeri Belanda, dasar hukum keikutsertaan badan atau pejabat
tata usaha negara di dalam hal perbuatan hukum keperdataan diatur pada
Pasal 1, buku BW (baru) Belanda. F.A.M. Stroink et. al. Mempertegas
bahwa :
“Wanneer openbare lichamen-rechtspersonen aan het
privaatrechtelijk rechtsverkeer deelnemen doen zij dan niet als
overheid, als gezagsorganisatie, maar nemen zij rechtens op gelijke
voet met de burger deel v dat verkeer. Daze operbare lichamen-
rechtdpersonen zijn, deelnemende aan het privaatrechtelijke
rechtsverkeer, in principe op dezelfde onder-wopen aan de
rechtmacht van de gewone rechter als de burger”
Yang berarti bahwa apabila hukum publik ikut serta dalam hubungan hukum
keperdataan maka dia tidak bertindak sebagai penguasa, sebagai
organisasi kekuasaan tetapi dia menggunakan hak-hak pada kedudukan
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yang sama dengan rakyat. Badan-badan tersebut pada dasarnya tunduk
pada peradilan biasa seperti rakyat biasa.31
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata
Usaha Negara mengatur bahwa keputusan tata usaha negara yang
merupakan perbuatan hukum perdata tidak termasuk keputusan tata usaha
negara dalam arti beschikking yang dapat dibawakan ke hadapan hakim
Pengadilan Tata Usaha negara.
Tentu saja keikutsertaan badan atau pejabat tata usaha negara
dalam berbagai perbuatan hukum keperdataan yang berlangsung di
masyarakat umum, mengingat perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh
badan atau pejabat tata usaha negara dilakukan dengan warga dan badan
hukum perdata. bukan tidak mungkin berbagai ketentuan hukum publik
akan menyusup dan mempengaruhi peraturan perundang-undangan
perdata (privaatrecht). Terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan
yang secara khusus mengatur tata cara/prosedur tertentu yang harus
ditempu berkenaan upaya perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan
oleh badan atau pejabat tata usaha negara.
Cara menentukan apakah tindakan atau perbuatan pemerintah itu
diatur oleh hukum privat atau hukum publik adalah melihat kedudukan
hukum dari pemerintah dalam menjalankan tindakan atau perbuatan
tersebut. Jika pemerintah bertindak atau berbuat dalam kualitasnya sebagai
31 Philipus M. Hadjon, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajahmada
University Press, Yogyakarta,
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pemerintah maka hanya hukum publiklah yang berlaku, jika pemerintah
bertindak atau berbuat dalam kualitas pemerintah, akan tetapi dalam
kualitas selaku badan atau organ pemerintahan maka hukum privatlah yang
berlaku. Dengan kata lain, ketika pemerintah terlibat dalam pergaulan
keperdataan dan bukan dalam kedudukannya sebagai pihak yang
memelihara kepentingan umum, maka kedudukan hukum pemerintah
tidaklah berbeda dengan kedudukan hukum pihak swasta yang tunduk dan
patuh pada ketentuan hukum privat.32
4. Wewenang Pemerintah
Penerapan asas negara hukum oleh pejabat administrasi terikat
dengan penggunaan wewenang kekuasaan. Kewenangan pemerintah ini
dalam negara hukum yang menerapkan asas legalitas dalam konstitusinya,
sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 perubahan ketiga,
mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan
pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar
rakyat.
Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah.
Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan
harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-
undang. Kewenangan (authority, gezag) itu sendiri adalah kekuasaan yang
diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang
32 Aminuddin Ilmar, op.cit., hall.159-160.
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pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari
pemerintah. Memang hal ini tampak agak legalistis formal. Memang
demikian halnya. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi
kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan
dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan wewenang (bevoegdheid), ini
adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.
S.F.Marbun, menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk
melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah
kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku
untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu dapat
mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan
tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan
mendapat kekuasaan hukum (rechtskracht). Pengertian wewenang itu
sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan (Sadjijono, 2008).33
Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata
Negar dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan
kewenangan ini, sehingga F.A.M. Strink dan J.G. Steenbeek menyebutkan
sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Negara. Kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban,
menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut.
33 Totok Soeprijanto, widyaiswara Pusdiklat PSDM, Sumber-sumber kewenangan,
http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/attachments/638_Sumber%20Kewenangan.p
df, diakses pada tanggal 2 Novemver 2016 pada pukul 23.44.
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kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu
tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum
dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi
kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau
menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan
kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan
tindakan tertentu.
Safri Nugraha dan kawan-kawan mengemukakan, bahwa sifat
wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek yakni, selalu terikat pada
suatu masa tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan dan
pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan
hukum tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Lebih
lanjut, dikemukakan bahwa sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu
masa tertentu ditentukan secara jelas dan tegas melalui suatu peraturan
perundang-undangan. Lama berlakunya wewenang tersebut juga
disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya. Sehingga bilamana
wewenang pemerintahan tersebut dipergunakan dan tidak sesuai dan sifat
wewenang pemerintahan itu , maka tindakan atau perbuatan pemerintah itu
bisa dikatakan tidak sah atau batal demi hukum. Selain itu, sifat wewenang
yang berkaitan dengan batas wilayah wewenang pemerintahan itu atau
wewenang itu selalu tunduk pada batas yang telah ditentukan berkaitan erat
dengan batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi
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kewenangannya. Batas wilayah kewenangan terkait erat dengan ruang
lingkup kompetensi absolut dari wewenang pemerintahan tersebut.34
Dalam khasanah hukum administrasi negara dikenal tiga sumber
kewenangan pemerintah, yaitu :
a. atribusi, menurut H.D. van Wijk dan Indroharto artibusi adalah
pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu
ketentuan dalam perundang-undangan baik yang diadakan oleh
original legislator ataupun delegated legislator.35
b. Delegasi, menurut Indroharto mengartikan sebagai pelimpahan
suatu wewenang yang sudah ada oleh badan atau pejabat
pemerintah yang telah memperoleh wewenang pemerintah
secaara atribusi kepada badan atau pejabat pemerintah lain.36
c. Mandat, menurut H.D. van wijk mengartikan mandat yaitu bila
organ yang secara resmi memiliki wewenang pemerintah
tertentu tidak dapat menangani sendiri wewenang tersebut. para
pegawai bawahan dapat diperintahkan untuk menjalankan
wewenang tersebut atas nama organ yang sesungguhnya diberi
wewenang.37
34 Aminuddin Ilmar, op.cit.,hal. 122-123.
35 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah,
PT. Alumni, Bandung, 2004, hal. 50
36 Ibid., hal. 51-52
37 Ibid., hal. 53
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Konsep ini diatur dalam Peraturan perundang-undangan di
Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan mengatur Kewenangan diperoleh melalui
Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat. Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-
undang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang Atribusi bahwa :
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang
melalui Atribusi apabila38 :
a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan.
Pada Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan
mengatur tentang Delegasi bahwa :
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang
melalui Delegasi apabila39 :
a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
38 Lihat pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan
39 Lihat pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan
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b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
dan/atau Peraturan Daerah; dan
c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
Selanjutnya, pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Administrasi
Pemerintahan mengatur tentang Mandat bahwa :
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat
apabila40 :
a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di
atasnya; dan
b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
5. Karakteristik Tindakan Hukum Pemerintah
Prinsipnya semua tindakan pemerintah punya karakteristik
penyelenggaraan tugas-tugas publik yang lebih merupakan tindakan
hukum sepihak atau bersegi satu. Dikatakan bersegi satu (sepuhak) karena
dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum tata negara yang memiliki
kekuatan hukum itu pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak
dari badan atau jabatan tata usaha negara yang punya wewenang
pemerintah untuk membuat demikian.
Pada bagian lain E. Utrecht menyebutkan cara melaksanakan
urusan pemerintahan, yaitu :
40 Lihat pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan
36
a. yang bertindak ialah administrasi negara sendiri;
b. yang bertindak ialah subjek hukum atau badan lain yang tidak
termasuk administrasi negara;
c. yang bertinfak ialah subjek hukum lain yang menjalankan
pekerjaannya berdasarkan suatu konsesi atau berdasarkan izin
(vergunning);
d. yang bertindak ialah subjek hukum lain yang bukan administrasi
negara dengan diberi subsidi oleh pemerintah;
e. yang bertindak ialah pemerintah bersama-sama dengan subjek
hukum secara bekerjasama;
f. yang bertindak ialah yayasan yang didirikan oleh pemerintah dan
diawasi oleh pemerintah pula;
g. yang bertindak ialah subjek hukum lain yang buka administrasi
negara tetapi mendapat delegasi perundang-undangan.
C. Instrumen Hukum Pemerintah
1. Pengertian Instrumen Pemerintahan
Instrumen atau sarana pemerintah merupakan alat atau sarana yang
ada pada pemerintah untuk dapat melakukan suatu tindakan atau
perbuatan hukum pemerintah dengan menggunakan berbagai jenis atau
macam istrumen pemerintahan. Dengan kata lain instrumen pemerintahan
tidak lain adalah suatu alat atau sarana yang ada apa pada pemerintah dan
37
dapat diguanakan secara langsung oleh pemerintah dalam melaksanakan
atau menyelenggarakan berbagai fungsi dan tugasnya.41
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan itu maka organ
atau badan pemerintahan memiliki atau mempunyai kewenangan untuk
dapat menggunakan berbagai macam instrumen atau sarana pemerintahan
yang diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.
Dalam kepustakaan hukum administrasi negara dikenal berbagai macam
instrumen pemerintahan yang dapat digunakan oleh pemerintha untuk
melaksanakan fungsi dan tugasnya. Instrumen pemerintahan tersebut
dapat dibagi dalam dua kategori yakni, instrumen atau sarana hukum publik
dan instrumen atau sarana hukum privat atau keperdataan.
Dipergunakannya instrumen hukum privat atau keperdataan dalam
pelaksanaan berbagai fungsi dan tugas pemerintahan tidak lain sebagai
akibat adanya pemahaman, bahwa organ atau badan pemerintahan juga
merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sebagai
subjek hukum yang bukan orang atau manusia (persoon) namun sebagai
badan hukum (rechtspersoon) khususnya sebagai badan hukum publik
tentu saja pemerintah diharuskan atau dapat pula untuk menggunakan
instrumen atau sarana hukum keperdataan.42
41 Amininuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, op.cit., hal.169
42 Ibid., hal. 171
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a. Instrumen Hukum Publik
Penggunaan instrumen (sarana) hukum publik dalam
penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu kewajiban dasar atau
utama untuk mengukur apakah suatu tindakan atau perbuatan
pemerintahan itu berkesuaian dengan dasar kewenangan yang dimiliki atau
tidak. Macam instrumen hukum publik dalam penyelenggaraan
pemerintahan dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :
1) Peraturan (regeling)
Peraturan adalah hukum yang in abstracto atau general norm
yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum), secara teoritik, istilah
“perundang-undangan” mempunyai dua pengertian, yaitu : pertama,
perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses
membentuk peraturan-peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun
ditingkat daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala
peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-
praturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Dalam buku Sucipto Rahardjo mengemukakan Peraturan
perundang-undangan memiliki ciri sebagai berikut :
1) bersifat umum dan komperhensif;
2) bersifat universal; dan
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3) Ia memiliki kekuatan mengoreksi dan memperbaiki dirinya
sendiri.43
Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-undang
Peradilan Tata Usaha Negara mengatur peraturan perundang-
undangan adalah “peraturan perundang-undangan ini ialah semua
peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh
Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat
maupun daerah, serta semua Keputusan Badan atau pejabat Tata
Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang
juga mengikat umum”44
2) Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking)
Di Indonesia istilah beschikking diperkenalkan pertama kali oleh
W.F Prins. Istilah ini ada yang menerjemahkannya dengan ketetapan
seperti Utrecht, Bagir Manan, dan lain-lain. Menurtu H.D. van
Wijk/Willem Konijnenbelt, beschikking merupakan keputusan
pemerintahan untuk hal yang bersifat konkrit dan individual (tidak
ditujukan untuk umum).45
3) Peraturan Kebijakan
43 Ridwan HR, op.cit., hal. 129-130
44 Lihat Pada Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
45 Ridwan HR, op.cit., hal. 140-141
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Peraturan kebijakan dipadankan dengan istilah beleidsregels.
Peraturan ini ditujukan untuk memberikan arahan dan petunjuk
kepada bawahan, serta mengatur berbagai kepentingan dan posisi
hukum warga.
Beleidsregels menurut J.H. van Kreveld sebagaimana yang
diintrodusir Marcus Lukman adalah aturan hukum administrasi yang
dikeluarkan oleh pejabat atau badan administrasi negara dengan
kewenangan yang tidak bersumber pada undang-undang dasar atau
undang-undang. Oleh karena itu, tidak memiliki kekuatan hukum
sebagaimana layaknya peraturan perundang-undangan yang
mendapat atribusian atau delegasian dari undang-undang dasar atau
undang-undang.46
4) Rencana Pemerintah
Pada negara hukum modern, rencana selaku figur hukum
administrasi tidak dapat lagi diabaikan keberadaannya, rencana
adalah instrumen penting pemerintah, karena rencana memegang
peran strategis di berbagai kegiatan pemerintah.
Rencana menurut Belinfante adalah :
“Keseluruhan tindakan pemerintah yang bersangkut paut, yang
mengupayakan terwujudnya suatu keadaan tertentu yang diatur.
Keseluruhan itu disusun dalam bentuk tindakan hukum administrasi
negara, sebagai tindakan yang menimbulkan akibat hukum.”47
46 Irfan Fachruddin, op.cit., hal. 76-77
47 Ibid., hal. 80
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5) Izin Pemerintah
Di dalam kamus hukum, izin dijelaskan sebagai “perkenaan/izin
dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan
pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan pada umumnya
memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya
tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak
dikehendaki”.
Menurut Sjachran Bacah, izin adalah perbuatan hukum
administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan
dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur
sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.48
b. Instrumen Hukum Keperdataan
Ketika membahas kedudukan hukum pemerintah, tekah disebutkan
bahwa pemerintah dalam melakukan kegiatan sehari-hari tampil dengan
dua kedudukan, sebagai wakil dari badan hukum dan wakil dari jabatan
pemerintahan. Sebagai wakil dari badan hukum, kedudukan hukum
pemerintah tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata
pada umumnya, yaitu diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum
48 Ridwan HR, op.cit., hal. 198
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keperdataan, serta dapat melakukan tindakan hukum keperdataan,
menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek :
“ketika badan hukum publik terlibat dalam pergaulan hukum
keperdataan, ia bertindak tidak sebagai pemerintah, sebagai
organisasi kekuasaan, tetapi ia terlibat bersama-sama dengan warga
negara berdasarkan hukum perdata. badan hukum publik yang
terlibat dalam pergaulan hukum berdasarkan hukum privat, pada
dasarnya harus tunduk pada kekuasaan hukum dari Hakim
(peradilan) biasa, sebagaimana warga negara”.
Menurut R.J.H.M. Huisman, tindakan hukum keperdataan adalah
tindakan yang diatur oleh hukum perdata. pemerintah juga sering
melakukan perbuatan semacam itu seperti provinsi memutuskan untuk
membeli hutan, kabupaten menjual tanah bangunan, menyewakan rumah,
menggadaikan tanah dan sebagainya. Tindakan hukum keperdataan dari
pemerintah itu tidak dijalankan oleh organ pemerintahan, tetapi oleh badan
hukumnya yang dilakukan oleh wakilnya, yaitu pemerintah.49
Hubungan hukum dalam bidang keperdataan itu bersifat dua pihak
atau lebih (meerzijdige), sementara dalam hukum publik itu pada asasnya
bersifat satu pihak atau bersegi satu. Hubungan hukum dalam bidang
perdata bersandar pada prinsip otonomi dan kebebasan berkontrak dalam
arti kemerdekaan atau kemandirian penuh bagi subjek hukum untuk
melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum, serta itikad baik dalam
berbagai persetujuan, yang menunjukkan kesetaraan antarpihak tanpa
salah satunya memiliki kedudukan khusus dan kekuasaan memaksa
terhadap pihak lain. Atas dasar ini pemerintah hanya dapat
49 Ibid., hal. 213-214
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“mensejahterakan diri” dengan seseorang atau badan hukum perdata
dalam kapasitasnya selaku wakil daribadan hukum publik, bukan dalam
kapasitasnya selaku wakil dari jabatan pemerintahan yang memiliki
kedudukan istimewa dengan atau hak-hak istimewa dan/atau monopoli
paksaan fisik. Dengan demikian, pada asasnya hanya sebagai wakil badan
hukum itulah pemerintah dapat terlibat dalam hubungan hukum
keperdataan.
Ketika pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan,
tidak serta merta terjadi hubungan hukum antara pemerintah dengan
seseorang atau badan hukum perdata berdasarkan prinsip kesetaraan dan
kemandirian masing-masing pihak, sebagaimana lazimnya hubungan
hukum kedua pihak atau lebih dalam bidang perdata. pemerintah dapat
menggunakan instrumen hukum keperdataan sebagai alternatif atau cara
dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, tanpa harus
menempatkan diri dalam hubungan hukum yang setara dengan pihak
lainnya. Sebab dalam hal-hal tertentu, pemerintah tidak sepenuhnya dapat
melepaskan diri dari misi yang diembannya yang melekat pada setiap
tindakan pemerintah. Dengan demikian, ada dua kemungkinan kedudukan
pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum keperdataan;
pertama,pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan
sekaligus melibatkan diri dalam hubungan keperdataan dengan kedudukan
tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata.; kedua,
pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan tanpa
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menempatkan diri dalan kedudukan sejajar dengan seseorang atau badan
hukum perdata. berikut bentuk-bentuk instrumen hukum perdata yang
dapat digunakan oleh pemerintah :
1) Perjanjian Perdata Biasa
Pemerintah banyak melakukan perjanjian keperdataan yang
mencakup semua hubungan hukum seperti jual beli, sewa menyewa,
pemborongan dan lain-lain. Perbuatan keperdataan ini dilakukan
karena pemerintah memerlukan berbagai sarana dan prasarana untuk
menjalankan administrasi pemerintahan seperti kebutuhan alat tulis
menulis yang harus dibeli, membeli tanah untuk perkantoran,
perumahan dinas dan sebagainya.dalam melakukan perjanjian
perdata biasa, pemerintah di samping menggunakan instrumen
hukum keperdataan, sehingga kedudukan hukum pemerintah tidak
berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata.50
2) Perjanjian Perdata dengan Syarat-Syarat Standar
Pemerintah, baik secara langusung (pemerintah pusat, Daerah
tingkat I, Daerah tingkat II) dan secara tidak langusung (melalui Badan
Usaha Milik Daerah) dapat mengadakan perjanjian perdata. Di
samping itu, pemerintah dapat juga mengadakan perjanjian yang
mempunyai sifat diwarnai oleh hukum publik. perjanjian ini
berorientasi pada kepentingan umum dan bersifat memaksa. Di dalam
kontrak itu tidak terdapat kebebasan berkontrak, karena syarat-syarat
50 Ibid., hal. 219-221
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yang ditentukan di dalam kontrak itu tidak didasarkan kehendak kedua
belah pihak. Akan tetapi, kontrak itu hanya dapat didasarkan
kehendak satu pihak, yaitu pemerintah. Syarat-syarat tersebut
ditentukan oleh perangkat peraturan perundang-undangan.
Hubungan antara pemerintah dan mitranya tidak berada dalam
kedudukan yang sama (nebengeordnet). Oleh karena itu, perjanjian
ini dinamakan perjanjian publik.51
Pemerintah sering melaksanakan tugas-tugas tertentu, misalnya
tugas-tugas atau pekerjaan tertentu melalui perjanjian dengan syarat-
syarat standar. Menurut P. de Haan dan kawan-kawan :
“syarat-syarat standar memberikan suatu dimensi baru terhadap
kontrak pemerintah , tidak hanya karena syarat-syarat standar itu
merupakan langkah pertama berdasarkan peraturan umum tentang
perjanjian ini, tetapi juga karena peraturan yang akan datang
mengenai syarat umum dalam undang-undang perdata baru juga
dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh
pemerintah”
Pada umumnya, perjanjian dengan syarat standar ini berbentuk
konsesi. Indroharto menyebutkan dengan kontrak adhesie, yaitu suatu
perjanjian yang seluruhnya telah disiapkan secara sepihak hingga
pihak lawan berkontraknya tidak ada pilihan lain kecuali menerima
51 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, PT Alumni, 2014, hal. 66
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atau menolaknya (take it or leave it), dalam hal ini pemerintah yang
menentukan secara sepihak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
pihak swasta atau pihak yang berkepentingan.
Penentuan syarat sepihak oleh pemerintah dapat dibolehkan
dengan catatan; pertama, penentuan syarat-syarat itu adalah dalam
rangka memberikan perlindungan kepentingan umum yang memang
harus dilakukan oleh pemerintah; kedua, ketentuan syarat-syarat
tersebut harus dilakukan secara terbuka dam diketahui secara umum
misalnya melalui penawaran umum agar swasta atau pihak yang
berkepentingan dapat dengan suka rela menyetujui atau tidak
menyetujui terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan secara
sepihak oleh pemerintah atau administrasi negara tersebut.
3) Perjanjian mengenai Kewenangan Publik
Menurut indroharto, yang dimaksud dengan perjanjian mengenai
wewenang pemerintah adalah perjanjian antara badan atau pejabat
tata usaha negara dengan warga masyarakat dan yang diperjanjikan
adalah mengenai cara badan atau pejabat tata usaha negara
menggunakan wewenang pemerintahannya.
Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum publik, ia
menggunakan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan, karena itu tindakannya selalu bersifat sepihak. Meskipun
demikian, bila pemberian wewenang itu mengandung kebebasan atau
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“freies ermessen”, pemerintah dapat melaksanakan wewenagnya
dengan menggunakan mekanisme perjanjian atau kerjasama.
4) Perjanjian mengenai Kebijakan Pemerintah
Menurut Laica Marzuki, perjanjian kebijakan adalah perbuatan
hukum yang menjadikan kebijakan publik sebagai objek perjanjian.
Oleh karena kebijakan yang diperjanjikan adalah kebijakan tata usaha
negara, maka salah satu pihak yang mengadakan perjanjian itu tidak
lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang secara
administratifrechtelijk memiliki kewenangan untuk menggunakan
kebijakan publik yang diperjanjikan tersebut.52
D. Tinjauan Umum Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah
yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien, sejalan
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri Keuangan sebagai
pembantu Presiden dalam bidang Keuangan Negara bertindak sebagai
Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia yang
berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban
negara secara nasional.
52 Ridwan HR, op.cit., hal. 220-226
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Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan dalam
pengelolaan aset negara, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah mengatur mengenai Perencanaan Kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan,
Penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut
merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus
logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat
(6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.53
Pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur pengertian
Barang Milik Daerah, yaitu :
“Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”
53 Lihat Pada Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
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Pada Pasal 1 ayat (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu :
“Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,
penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.”
Pada Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur pengertian
Pemanfaatan, yaitu :
“Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah
yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau
optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah
status kepemilikan.”
Pada Pasal 1 ayat (13) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur pengertian
Kerja Sama Pemanfaatan, yaitu :
“Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik
Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan
daerah dan sumber pembiayaan lainnya.”
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur bahwa :
“Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.”54
Selanjutnya, pejabat pengelola barang milik negara yang
diamanahkan dalam peraturan pemerintah ini adalah Menteri Keuangan
54 Lihat Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
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selaku bendahara umum negara, Gubernur/Bupati/Walikota adalah
pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Kepala
satuan kerja daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur bentuk-bentuk
pemanfaatan, yaitu :
“Untuk mengoptimalkan Barang Milik Negara/Daerah diatur
beberapa bentuk Pemanfaatannya, sebagai berikut55 :
a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;
c. Kerja Sama Pemanfaatan;
d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.”
Pada penelitian ini mengkhususkan tentang kerjasama pemanfaatan
Barang milik Negara/Daerah dengan pihak lain yang dilaksanakan dalam
rangka56 :
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik
Negara/Daerah; dan/atau
b. meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah.
Selanjutnya, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur ketentuan-
ketentuan kerja sama pemanfaatan, yaitu :
“Kerja sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negra/Daerah
dilaksanakan dengan ketentuan57 :
a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk memenuhi biaya
operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan
terhadap Barang Milik Negara/Daerah tersebut;
55 Lihat Pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
56 Lihat Pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
57 Lihat Pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
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b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender,
kecuali untuk Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus
dapat dilakukan penunjukan langsung;
c. Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas
Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang
terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki
bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
d. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap
setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah
ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama
Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah;
e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil
perhitungan tim yang dibentuk oleh:
1) Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara pada
Pengelola Barang dan Barang Milik Negara berupa tanah
dan/atau bangunan serta sebagian tanah dan/atau
bangunan yang berada pada Pengguna Barang;
2) Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah
berupa tanah dan/atau bangunan;
3) Pengguna Barang dan dapat melibatkan Pengelola Barang,
untuk Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan
yang berada pada Pengguna Barang; atau
4) Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah
selain tanah dan/atau bangunan.
f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat
persetujuan Pengelola Barang;
g. dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah
berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan
pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta
fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan
tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan;
h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari
kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10%
(sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan;
i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap
dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan
Barang Milik Negara/Daerah;
j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama
Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang
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Milik Negara/Daerah yang menjadi objek Kerja Sama
Pemanfaatan; dan
k. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga






Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.
Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk
diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-
peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahanyang
diteliti.58
B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Makassar. Melihat dari jenis
penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif yang
kebanyakan membahas mengenai pelaksanaan atau implementasi
ketentuan hukum positif dan kontrak kerja sama, maka penelitian akan
dilakukan pada:
1. Perpustakaan, Untuk menunjang teori-teori dan doktrin-doktrin yang
akan diangkat maka diperlukan banyak referensi yang terdapat pada
perpustakaan.
58 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 13-14
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2. Kantor Pemerintahan Kota Makassar, sesuai dengan rumusan
masalah yang diangkat, maka dilakukan penelitian dengan cara
mencari kontrak yang telah dikerjasamakan dengan pihak swasta.
3. Perusahaan Swasta yaitu PT. Melati Tunggal Inti Raya, sesuai
dengan rumusan masalah yang diangkat, maka dilakukan penelitian
dengan cara mencari kontrak terkait yang telah dikerjasamakan
dengan pihak Pemerintah Kota Makassar.
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum
Oleh karena penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah
Penelitian Normatif, maka jenis data yang paling utama yang digunakan
oleh penulis adalah Data Sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan
pustaka.59 Tapi juga tetap didukung dengan data-data primer yang
bersumber dari masyarakat atau orang yang terlibat langsung dengan
masalah dalam tulisan penulis ini. Adapun data sekunder mencakup :
1. Bahan Hukum Primer, adalah Bahan-bahan hukum yang
mengikat dan terdiri dari :
a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD
Negara RI Tahun 1945;
b. Peraturan Dasar :
i. Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945
ii. Ketetapan-ketetapan MPR
c. Peraturan Perundang-undangan :
59 Ibid., hal.12
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i. Undang-undang dan peraturan yang setaraf
ii. Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang setaraf
iii. Keputusan/Peraturan Presiden dan Peraturan yang
setaraf
iv. Keputusan/Peraturan Menteri dan Peraturan yang
setaraf
v. Peraturan-peraturan Daerah
d. Bahan Hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih
berlaku, seperti KUHPerdata (yang merupakan terjemahan
yang secara yuridis formal bersumber dari burgelijk wetboek)
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan
mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan hasil
karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan
seterusnya.60
Berikutnya, sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah:
1. Penelitian Pustaka (literature research), yaitu menelaah
berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada
hubunganya dengan objek penelitian.
60 Ibid., hlm. 13.
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2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data
dengan melakukan wawancara dan diskusi dengan akademisi,
praktisi, dan masyarakat.
D. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode
pengumpulan data:
1. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan
cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-
undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan rumusan
masalah yang akan dibahas.
2. Studi Dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai
hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat
diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi
tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum
berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian
ini terkait kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar.
E. Analisis Data
Adapun analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian
hukum menggunakan sifat analisis deskriptif-analisis (Descriptiv- Analysis)
adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan
gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana
hasil penelitian yang dilakukannya dapat berati menentang, mengkritik,
mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat
57





A. Bentuk Hukum Kerja Sama dalam Pengelolaan Barang Milik
Daerah oleh Pemerintah Kota Makassar dengan PT. Melati
Tunggal Inti Raya
Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Walikota sebagai pengelola
Barang dan Sekretaris Daerah Pengguna Barang Milik Daerah yang
berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman
serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah dan kewenangan
penggunaan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah kota Makassar
diharapkan dikelolah oleh pemerintah daerah secara efiktif, efisien dan
optimal.
Walikota Makassar berwenang dan bertanggung jawab atas
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Makassar. Salah satu Barang Milik
Daerah yaitu pasar. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan
jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat
perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan
maupun sebutan lainnya. Pasar sebagai salah satu Barang Milik Daerah
yang dapat menjadi sarana pelayanan publik dan salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menghasilkan profit.
Melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam rangka upaya
peningkatan mutu pelayanan publik, pengembangan pasar tradisional
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dianggap perlu sebagai langkah yang harus dilakukan agar kenyamanan
berbelanja bisa lebih ditingkatkan.
Salah satu bentuk Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu
pemanfaatan. Pemanfaatan Barang Milik Daerah menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah dibedakan menjadi 5 (lima) yaitu salah satunya berupa
Kerja Sama Pemanfaatan.
Penulis dalam penelitian ini mengakat Perjanjian Kerja Sama tentang
peremajaan dan pengembangan Pasar Sentral Ujung Pandang-Makassar
Mall sebagai salah satu Kerja Sama Pemanfaatan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Makassar dan PT. Melati Tunggal Inti Raya.
Perjanjian Kerja Sama ini diawali dari dikeluarkannya Surat
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang
Nomor : 90/S.Kep/640.511.2/91 yang memutuskan menunjuk PT. Melati
Tunggal Inti  Raya untuk melaksanakan Pembangunan/Peremajaan dan
pengembangan Pasar Sentral Ujung Pandang sesuai rencana yang
ditetapkan pemerintah Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang yang saat ini
disebut Kota Makassar. Surat Keputusan ini dikeluarkan oleh Walikota
sebagai pemegang kuasa pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Makassar
pada tanggal 27 Mei 1991.
Perjanjian Kerja Sama tentang Peremajaan dan Pengembangan
Pasar Sentral Ujung Pandang Nomor : 44/511.2/SP/HK dilaksanakan pada
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hari jumat tanggal 26 Juli 1991 antara Suyono yang bertindak sebagai
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang, bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang dan Lukman Arsjad
yang bertindak sebagai Direktur utama PT. Melati Tunggal Inti Raya.
Perjanjian a quo dalam bentuk Bagi Tempat Usaha sebagaimana
diatur pada Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang
penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga. Perjanjian a quo, pemerintah
Kota Makassar yang dalam perjanjian disebut Pihak Pertama bertujuan
untuk menata, meremajakan dan mengembangkan Pasar Sentral Ujung
Pandang dengan tujuan menciptakan pusat perbelanjaan yang bersih,
nyaman, tertib, sehat dan representatif dan PT. Melati Tunggal Inti Raya
yang dalam perjanjian disebut sebagai Pihak Kedua selaku investor
bersedia dan sanggup memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana
dikehendaki oleh Pemerintah Kota Makassar.
Masa Pengelolaan dan pengoprasian adalah 25 (dua puluh lima)
tahun terhitung sejak tanggal Surat Keputusan tentang pengelolaan dan
Pengoperasian tersebut, kecuali apabila terjadi devaluasi, maka jangka
waktu pengelolaan dapat diperpanjang atas musyawarah kedua belah
pihak. Setelah berakhirnya masa kerjasama secara langsung tanpa proses
dan tuntutan ganti rugi atau tuntutan apapun juga, maka tanah dan
bangunan berikut fasilitasnya menjadi pihak pertama dalam keadaan baik
dan terawat.
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Perjanjian a quo telah dilakukan addendum sebanyak 5 (lima) kali.
Pertama, pada tanggal 28 Desember 1991 dengan Nomor :
140/511.2.SP/HK. Addendum ini merubah dan menambahkan beberapa
pasal dalam perjanjian kerja sama a quo. Kedua, pada tanggal 5 Mei 1993
dengan Nomor : 511.2/024/SF/HK, pada addendum ini disepakati
pembentukan tim terpadu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan yang
anggotanya terdiri dari kedua pihak untuk menata penempatan para
pedagang lama pasar Sentral dan merumuskan tarif dan sistem
pembayaran sewa dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama.
Ketiga, pada tanggal 8 September 1993 dengan Nomor : 511.2/118/SP/HK,
terdapat beberapa penyempurnaan pasal. Keempat, pada tanggal 20 Maret
1995 dengan Nomor : 511.2/039/S.Perja/Hk. Pada addendum ini disepakati
janga waktu perjanjian kerja sama ditetapkan 25 (dua puluh lima) tahun
sejak tanggal peresmian pengelolaan dan pengoperasian Pasar Sentral
(Makassar Mall) ujung Pandang yakni dari tanggal 22 September 1994
sampai dengan tanggal 22 September 2019. Dan yang kelima, pada
tanggal 21 Juni 2012 Nomor: 511.2/349/VI/S.Perja/PD.Psr/2012, pada
addendum ini disepakati perpanjangan jangka waktu perjanjian, dan
pengalihan Pihak Pertama.
Berdasarkan uraian di atas, kontrak tersebut berbentuk kontrak
publik atau kontrak privat yang dalam hal ini kedudukan hukum pemerintah
Kota Makassar yang mewakili dua institusi, tampil dengan “twee petten” dan
diatur dengan dua bidang hukum yang berbeda, yaitu hukum publik dan
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hukum privat, akan melahirkan tindakan hukum dengan akibat-akibat
hukum juga yang berbeda. Di mana tindakan hukum pemerintah itu diatur
oleh hukum publik dan kapan diatur oleh hukum privat dan tunduk pada
hukum perdata, adanya kenyataan tindakan hukum pemerintah tidak selalu
dilakukan oleh organ pemerintah, tetapi juga oleh seseorang atau badan
hukum perdata dengan syarat tertentu.
Apabila kita melihat perjanjian kerja sama a quo merupakan kontrak
privat di mana Pemerintah Kota Makassar bertindak sebagai badan hukum
yang melakukan kontrak dengan sesama badan hukum, maka perlu kita
perhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan hukum
perdata, yang terdapat pada Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek mengatur :
Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat :
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
di dalam perjanjian a quo, antara pihak pertama dan pihak kedua
telah terjadi kesepakatan, hal ini dibuktikan perjanjiannya
dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani secara sah
oleh kedua pihak. Pada pasal 1 perjanjian a quo mengatur
bahwa :
“kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama
dalam bentuk Bagi Tempat Usaha sebagaimana diatur dalam
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1986 dan
Peraturan Daerah Kotamadya  Daerah tingkat II Ujung Pandang
Nomor 3 Tahun 1988 tentang penyertaan Modal Daerah Pada
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pihak ketiga, dalam penataan dan peremajaan Pasar Sentral
Ujung Pandang sebagai berikut”.61
Pada pasal ini jelas menyebutkan adanya kesepakatan kedua
belah pihak untuk terikat dalam suatu perjanjian kerja sama.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
dalam perjanjian a quo, kedua pihak merupakan suatu badan
hukum. Pihak pertama yaitu Pemerintah Kota Makassar yang
diwakili oleh Walikota Makassar dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung
Pandang. Pihak pertama bertindak berdasarkan Undang-undang
No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 74,
Tambahan Lembaran Negara No.1822) jo. Peraturan
Pemerintah No.51 Tahun 1971 tentang perubahan Batas-batas
Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan
Pangkaneje dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1971 No.65,
Tambahan Lembaran Negara No.2970). sedangkan dari pihak
kedua yaitu PT. Melati Tunggal Inti Raya suatu badan hukum
berdasarkan Akta Notaris R. Muh. Darmawan, S.H. pada tanggal
29 Januari 1991 yang telah mendapat pengesahan dari
Departemen Kehakiman Nomor C9-8919 HT.01.01TE.01
61 Pasal 1, Perjanjian Kerja Sama Tentang peremajaan dan Pengembangan Pasar Sentral Ujung
Pandang No: 44/511.2/SP/HK Pada Tanggal 26 Juli 1991.
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tanggal 20 Juni 1991 berkantor di Gedung Patra Lantai III, jalan
Gatot Subroto Kav.32-34, Jakarta Selatan, dalam hal ini Lukman
Arsjad sebagai Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama
Perseroan dan untuk tindakan hukum ini telah mendapat
persetujuan dari Komisaris Perseroan.
Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah bertindak
karena didasari oleh adanya kewenangan yang melekat kepada
jabatan tersebut yaitu Walikota Makassar dalam hal ini sebagai
pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan
pada saat perjanjian berjalan, Barang Milik Daerah yang telah
dikerjasamakan dialihkan kepada PD. Pasar Makassar Raya
Kota Makassar selaku Pengguna Barang Milik Daerah. Hal ini
yang menjadi perbedaan antara kontak publik dan kontrak privat,
pemerintah bertindak atas kewenangan, apabila pemerintah
melakukan kerja sama tetapi bukan merupakan kewenangannya
untuk melakukan kerja sama atas pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah tersebut, maka perjanjian tersebut tidak sah.
3. suatu hal tertentu;
syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang
harus adanya objek perjanjian yang jelas, maka dalam perjanjian
a quo yang diperjanjikan adalah Peremajaan dan
Pengembangan Pasar Sentral Ujung Pandang.
4. suatu sebab yang halal.
65
Syarat ini merupakan syarat perjanjian tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.
Pada perjanjian a quo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 1986 dan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 3 Tahun 1988 tentang
Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, dalam Penataan
dan Peremajaan Pasar Sentral Ujung Pandang. Perjanjian a quo
juga mengatur penempatan Bangunan Penampungan
sementara dan membebaskan lahan tersebut pada pihak
pertama, agar selama pembangunan pengembangan pasar
sentral para pedagang tetap dapat berjualan sampai selesainya
pembangunan pasar sentral.
dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Perjanjian a quo tidak memenuhi
syarat sahnya perjanjian bersarkan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek karena
perbedaan karakteristik kontrak itu sendiri yaitu pada kontak publik
pemerintah bertindak atas dasar kewenangan bukan atas dasar kecakapan
untuk membuat suatu perikatan.
Selanjutnya apabila kita melihat perjanjian kerjasama tersebut
sebagai kontrak publik maka ada beberapa indikator yang harus dipenuhi
untuk perjanjian kerja sama a quo dapat dikategorikan sebagai kontrak
publik.
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Pertama dilihat dari subjeknya, berdasarkan kepentingan para pihak
yang berbeda-beda. Perjanjian yang dilakukan oleh perseorangan atau
badan hukum dalam melakukan perjanjian membawa kepentingan sendiri
atau masing-masing untuk kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan badan
hukum itu sendiri. Sedangkan, perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah
itu membawa kepentingan umum.
Pemeritah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar sebagai
pelaksana fungsi/tugas negara Indonesia yaitu fungsi kesejahteraan yang
seluruh tindakan pemerintah ditujukan untuk terwujudnya kesejateraan
rakyat masyarakat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perjanjian yang dilakukan yang dilakukan pemerintah dengan pihak swasta
merukapan suatu tindakan hukum pemerintah. Menurut R.J.H.M. Huisman
mengemukakan suatu tindakan hukum pemerintah untuk menciptakan hak
dan kewajiban. Artinya, pemerintah dalam melakukan perjanjian kerja sama
dalam hal ini perjanjia a quo dan objek perjanjiannya merupakan Pasar
Sentral Ujung Pandang yang merupakan Barang Milik Daerah Kota
Makassar sehingga pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut untuk
kepentingan rakyat demi mewujudkan kesejahteraan sosial dalam rangka
mencapai pembangunan nasional.
Kedua, konsep “twee petten” menjelaskan bahwa pemerintah atau
administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi yaitu
jabatan pemerintahan dan badan hukum. Karena wakili dua institusi maka
dikenal ada dua macam tindakan hukum, yaitu tindakan-tindakan hukum
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publik (publiekrechtshandelingen) dan tindakan hukum privat
(privaatrechtshandelingen).
Dalam perjanjian a quo yang menjadi pihak pertama yaitu
Pemerintah Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Walikotamadya
Ujung Ujung Pandang.
Ketika pemerintah merepretasikan kepentingan masyarakat dalam
melakukan hubungan hukum dengan pihak lain (swasta), maka pemerintah
bertindak dalam rana hukum publik, sedangkan ketika BUMD (pemerintah)
melakukan hubungan hukum dengan pihak lain (swasta) maka tindakan
hukum tersebut dalam ranah hukum privat.
Berdasarkan perjanjian kerjasama a quo, dapat dilihat bahwa pihak
yang terlibat dalam perjanjian kerjasama tersebut pemerintah mewaliki
masyarakat kepentingan rakyat, hal ini berdasar karena perjanjian a quo
dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah dan/atau
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Maka dapat dikatakan dalam
perjanjian a quo pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai
pemerintah yang memelihara kepentingan umum.
Tetapi dalam jangka waktu perjanjian kerja sama a quo, pihak
pertama dalam hal ini pemerintah kota makassar mengalihkan Barang Milik
Daerah yang termasuk objek perjanjian kepada Badan Usaha Milik Daerah
yaitu PD. Pasar Makassar Raya Kota. Peralihan Barang Milik Daerah ini
dengan adanya Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor :
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23/S.Kep/030/2001 tentang Pemisahan Sebagian Barang Milik Pemerintah
Kota Makassar kepada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota
Makassar.
Surat Keputusan ini memutuskan :
“Pertama : memisahkan sebagian Barang Milik Pemerintah Kota
Makassar kepada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota
Makassar.
Kedua: Pemisahan barang milk dimaksud diktum Pertama
dilaksanakan Kepala Bagian Perlengkapan Sekretaris Daerah Kota
Makassar, sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara
pemisahan Kekayaan Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar
Makassar Raya Kota Makassar yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
Ketiga : Dengan dipisahkannya barang dimaksud diktum Pertama
maka pengelolaan, perawatan, pemeliharaan, pengawasan dan
pembiayaan menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Pasar
Makassar Raya Kota Makassar.
Ketiga : Pengelolaan, pengawasan sesuai dimaksud diktum ketiga,
termasuk dalam area 100 (seratus) meter merupakan kawasan
pasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya
Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1996.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.”
Dari Surat keputusan Walikota Makassar di atas secara jelas
menyebutkan objek perjanjian a quo yaitu Pasar Sentral Ujung Pandang,
pengelolaan, perawatan, pemeliharaan, pengawasan dan pembiayaan
menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota
Makassar.
Dengan peralihan tersebut di atas maka perjanjian a quo melakukan
addendum kelima Nomor 511.2/349/VI/S.Perja/PD.Psr/2012 pada tanggal
21 Juni 2012 dalam addedum tersebut mengatur “seluruh hak dan
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kewajiban Pemerintah Kota Makassar selaku Pihak Pertama dalam
Perjanjian Kerjasama Nomor 44/511.2/SP/HK tanggal 26 Juli 1991, beralih
kepada Perusahaan Daerah Pasar Raya Kota Makassar yang selanjutnya
disebut Pihak Pertama.”
PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar adalah Badan Usaha
Millik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
1999 dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pemberian
kontribusi pada kinerja Pendapatan Daerah.
Beralihnya Barang Milik Daerah Kota Makassar ke PD. Pasar
Makassar Raya Kota Makassar yang merupakan objek perjanjian a quo
tidak sertamerta mengubah tujuan pengelolaan Barang Milik Daerah
tersebut karena dilihat dari tujuan PD. Pasar Makassar Raya Kota
Makassar itu sendiri yaitu memberikan layanan kepada masyarakat dan
pemberian kontribusi pada kinerja Pendapatan Daerah.
Hal ini sejalan dengan teori fungsi negara yang dikemukakan oleh
Wolfgang Friedman, salah satunya yaitu negara sebagai pengusaha atau
the state as entrepreneur. Konsep ini membenarkan pemerintah dalam
menjalankan fungsi-fungsi negara mendapatkan pendapatan dengan
mengelolah Barang Milik Negara/Daerah untuk mendukung salah satu
fungsi negara yaitu penjamin kesejahteraan atau the state as provider.
Pasar Sentral merupakan objek perjanjian a quo yang pada saat
perjanjian sebagai Barang Milik Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung
Pandang dan beralih menjadi Barang Milik PD. Pasar Makassar Raya Kota
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Makassar tidak mengubah status hukum perjanjian menjadi kontrak privat
melainkan tetap pada statusnya sebagai kontrak publik karena melihat dari
tujuan pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut yaitu untuk menjalankan
fungsi-fungsi pemerintahan.
Ketiga, menurut Marian Darus Badrulzaman mengenai teorinya
kontrak pemerintah menyebutkan bahwa perjanjian ini berorientasi pada
kepentingan umum dan bersifat memaksa. Di dalam kontrak itu tidak
terdapat kebebasan berkontrak, karena syarat-syarat yang ditentukan di
dalam kontrak itu tidak didasarkan kehendak kedua belah pihak. Akan
tetapi, kontrak itu hanya dapat didasarkan kehendak satu pihak, yaitu
pemerintah. Syarat-syarat tersebut ditentukan oleh perangkat peraturan
perundang-undangan. Hubungan antara pemerintah dan mitranya tidak
berada dalam kedudukan yang sama (nebengeordnet). Oleh karena itu,
perjanjian ini dinamakan perjanjian publik.
Dari pemaparan teori tersebut, ada 2 (dua) unsur yang harus
dipenuhi, yaitu kehendak satu pihak dan ditentukan oleh perangkat
peraturan perundang-undangan. Maka dari itu penulis menguraikan
menyangkut perjanjian a quo sebagai berikut :
1. Kehendak satu pihak, berdasarkan surat keputusan walikota
No.90/S.Kep/640.511.2/91 tanggal 27 Mei 1991, memutuskan:
“Menunjuk PT. Melati Tunggal Inti Raya untuk melaksanakan
Pembangunan/Peremajaan dan Pengembangan Pasar Sentral
Ujung Pandang sesuai rencana yang ditetapkan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.”
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Dari surat keputusan di atas menunjukkan bahwa pada
perjanjian a quo, kehendak untuk menentukan pihak kedua ada
pada pihak pertama yang dalam hal ini Pemerintah Kotamadya
Ujung Pandang. Kata “Menunjuk” mengartikan pemerintah
sebagai pihak pengelelola Barang Milik Daerah yang akan
dikerjasamakan melakukan penunjukan pemerintah yang
menentukan kepada pihak mana pemerintah ingin melakukan
kerja sama dan itu merupakan kehendak satu pihak.
2. Ditentukan oleh perangkat peraturan perundang-undangan,
pada perjanjian a quo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang pengelolaan Barang Milik
Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1986
tentang penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga, dan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang
No. 3 Tahun 1988 tentang penyertaan modal Daerah pada pihak
ketiga. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian a quo berdasarkan
pada peraturan perundang-undangan.
Keempat, dalam konsep hukum perdata tindakan atau perbuatan
hukum memerlukan persetujuan para pihak atau perbuatan hukum
memerlukan persetujuan para pihak atau persesuaian kehendak,
sedangkan dalam konsep hukum administrasi tindakan atau perbuatan
pemerintahan itu tidak memerlukan peretujuan atau kehendak warga
masyarakat oleh karena itu bersifat sepihak mengikat.
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Dalam hal melakukan perjanjian kerja sama pemanfaatan
merupakan suatu tindakan hukum pemerintah dan apabila kita kaitkan
dengan teori di atas, apakah perjanjian a quo berlaku konsep hukum
perdata tindakan atau perbuatan hukum didasari oleh persetujuan pihak
atau persesuaian kehendak ataukah konsep hukum administrasi tindakan
atau perbuatan itu tidak memerlukan atau sepihak mengikat.
Sebelum perjanjian a quo dilaksanakan, dikeluarkannya Surat
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No.
90/S.Kep/640.511.2/91 Tanggal 27 Mei 1991 memutuskan untuk :
“menunjuk PT. Melati Tunggal Inti Raya untuk melaksanakan
Pembangunan/Peremajaan dan Pengembangan Pasar Sentral
Ujung Pandang sesuai rencana yang ditetapkan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang”
artinya kedudukan para pihak dalam perjanjian a quo tidak
sederajak karena pihak kedua yang bermohon untuk menjadi pihak yang
melakukan perjanjian kerja sama yang dalam hal ini dibuktikan dari Surat
Direktur PT. Melati Tunggal Inti Raya Nomor 31/MTI/Dir/V/91 tanggal 14
Mei 1991 perihal Permohonan Partisipasi dalam rencana Proyek Investasi
pembangunan/peremajaan Pasar Sentral Ujung Pandang.
Konsep ini sejalan dengan teori menurut Indroharto tentang
perjanjian dengan syarat-syarat standar. Perjanjian a quo tidak melakukan
persetujuan antar kedua belah pihak karena pihak kedua sebagai pihak
pemohon dan pemerintah atau pihak pertama yang mengeluarkan
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persetujuan sepihak dalam hal ini pemerintah yang menentukan secara
sepihak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak kedua.
Penentuan syarat sepihak oleh pemerintah dapat dibolehkan
dengan catatan; penentuan syarat-syarat itu adalah Pertama, dilakukan
dalam rangka melindungi kepentingan umum yang memang harus
dilakukan oleh pemerintah karena objek perjanjian yang merupakan Barang
Milik Daerah. Perjanjian a quo dilaksanakan dalam rangka peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan daya guna dan hasil guna
Barang Milik Daerah dan/atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Kedua, ketentuan syarat-syarat tersebut harus dilakukan secara terbuka
dan diketahui secara umum misalnya melalui penawaran umum agar
swasta atau pihak yang berkepentingan dapat dengan suka rela menyetujui
atau tidak menyetujui terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan secara
sepihak oleh pemerintah atau administrasi negara tersebut. Dalam
perjanjian a quo pemerintah dalam kedudukannya sebagai pengelola
Barang Milik Daerah membuka penawaran umum dengan melakukan
tender secara terbuka dan pihak kedua yaitu PT. Melati Tunggal Inti Raya
melakukan permohonan kepada pemerintah menggunakan Surat Direktur
PT. Melati Tunggal Inti Raya Nomor 31/MTI/Dir/V/91 tanggal 14 Mei 1991
perihal Permohonan Partisipasi dalam rencana Proyek Investasi
pembangunan/peremajaan Pasar Sentral Ujung Pandang.
Berdasarkan analisis penulis di atas, Perjanjian Kerja Sama
Pemerintah dengan Pihak swasta secara umum mempunyai karakteristik
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tersendiri yaitu subjeknya adalah Pemerintah sebagai salah satu pihak.
Pemerintah dalam hal ini melaksanakan tugas/fungsi negara yaitu sebagai
fungsi kesejahteraan yang seluruh kegiatan pemerintah ditujukan untuk
terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Objeknya adalah Barang Milik Daerah, Kerja Sama
dengan Barang Milik Daerah sebagai Objek Perjanjiannya dilaksanakan
dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik
Daerah dan meningkatkan pendapatan daerah, dalam pengelolaan
tersebut harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. Status Hak Milik dan Hak Pengelolaan Barang Milik Daerah
yang telah dikerjasamakan oleh Pemerintah Kota Makassar
dengan PT. Melati Tunggal Inti Raya
Berdasarkan penjelasan di atas bentuk perjanjian antara Pemerintah
Kota Makassar dengan PT. Melati Tunggal Inti Raya merupakan perjanjian
yang tergolong ke dalam kontrak publik. perjanjian publik yang dilakukan
antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT. MIRT diatur mengenai
status hak atas tanah terhadap objek perjanjian a quo, secara spesifik diatur
melalui pasal 23 tentang status hak atas tanah sebagai berikut :
(1) “PIHAK PERTAMA menjamin bahwa tanah dan bangunan yang
dijadikan penyertaan modal sesuai pasal (1) berdasarkan
perjanjian ini adalah merupakan hak sepenuhnya dari PIHAK
PERTAMA dan tidak dalam keadaan sengketa bebas dari segala
sitaan maupun tuntutan pihak-pihak lain, oleh siapapun dalam
bentuk dan cara bagaimanapun
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(2) Pihak pertama bertanggung jawab atas pelunasan dan
penyelesaian berbagai sisa kewajiban baik hutang-hutang,
tuntutan-tuntutan apapun termasuk kewajiban perpajakan yang
terjadi dan menjadi kewajiban atau dapat menjadi kewajiban pihak
pertama per-tanggal Surat Perjanjian ini.”62
Berdasarkan isi perjanjian di atas pihak pertama menjamin bahwa
tanah dan bangunan yang dijadikan pernyertaan modal merupakan hak
sepenuhnya dari Pemerintah Kota Makassar dan tidak dalam keadaan
sengketa bebas dari segala sitaan maupun tuntutan pihak-pihak lain, oleh
siapapun dan pemerintah Kota Makassar bertanggung jawab atas
pelunasan dan penyelesaian berbagai hak dan kewajiban baik hutang
piutang, tuntutan-tuntutan apapun termasuk kewajiban perpajakan yang
menjadi dan menjadi kewajiban atas dapat menjadi kerwajiban pihak
pertama.
Lebih lanjut dalam addendum kelima atas perjanjian a quo, adanya
peralihan hak dan kewajiban pemerintah Kota Makassar selaku pihak
pertama kepada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar
berdasarkan Berita Acara Pemisahan Barang Milik Pemerintah Kota
Makassar Kepada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota
Makassar Nomor 23/S.Kep/030/2001 tanggal 25 April 2001, yang
merupakan Lampiran Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor
23/S.Kep/030/2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang pemisahan Barang
62 Pasal 23, Perjanjian Kerja Sama Tentang peremajaan dan Pengembangan Pasar Sentral Ujung
Pandang No: 44/511.2/SP/HK Pada Tanggal 26 Juli 1991.
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Milik Pemerintah Kota Makassar. Pada poin 5 addendum tersebut
menyebutkan bahwa :
“5. Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 4, maka seluruh hak
dan kewajiban Pemerintah Kota Makassar selaku PIHAK PERTAMA
dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 44/511.2/SP/HK tanggal 26 Juli
1991, beralih kepada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya
Kota Makassar yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.”63
Berdasarkan pada addendum di atas, secara setra merta
kepemilikan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang menjadi
objek perjanjian a quo beralih dari Pemerintah Kota Makassar kepada PD.
Pasar Makassar Raya Kota Makassar.
Lebih lanjut mengenai pembagian tempat usaha pada perjanjian a
quo, diatur pada pasal 9 tentang pembagian tempat usaha, sebagai berikut
:
1. PIHAK PERTAMA menerima bagian dan hak untuk
memanfaatkan serta mengelola :
a. tempat usaha kaki lima, tempat bermain, kantor, dan
musollah, pada bangunan pasar di Blok A lantai III (atap).
b. Fasilitas perparkiran yang terdiri atas :
- tempat parkir di lantai III yang melalui tangga dan
- tempat parkir lainnya di lantai dasar disekelilingi Blok A
yang jumlah keseluruhannya untuk ±354 unit kendaraan
bermotor roda 4 (empat).
2. PIHAK KEDUA menerima bagian dan hak untuk memanfaatkan
serta mengelola :
a. Kios dan Los pada bangunan baru Blok A yang terdiri atas :
- Kios (Lantai dasar, I, II, dan III)
- Los (Lantai I)
Yang disertai dasilitas berupa kamar mandi/WC, tangga,
escalator, elevator (Lift barang), tangga darurat,
penerangan umum, genset, jalan penghubung, Ramp.
63 Poin 5, addendum kelima atas perjanjian kerjasama Nomor 444/511.2/SP/HK tentang
Peremajaan dan Pengembangan Pasar Sentral-Makassar Mall tanggal 26 Juli 1991.
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b. Front Toko/Kantor pada Bangunan baruBlok B.
c. PIHAK KEDUA dapat menyediakan tempat untuk
memasang papan iklan/reklame (Billboard) pada bangunan
bangunan front toko maupun bangunan Pasar dan PIHAK
PERTAMA menyetujui serta mengizinkan PIHAK KEDUA
untuk menerima hasil sewa tempat iklan/reklame dimana
biaya dan hasil dari tempat pemasangan iklan/reklame
tersebut menjadi beban dan pendapatan PIHAK KEDUA
dengan memperhatikan Peraturan Daerah yang berlaku
tentang iklan/reklame dan tetap menjaga keindahan dan
ketertiban kota.”64
Berdasarkan pasal tersebut, Pihak Pertama berhak atas
pemanfaatan dan pengelolaan tempat usaha kaki lima, tempat bermain,
fasilitas perparkiran, kantor, mushollah, pada bangunan pasar blok A lantai
III Pasar Sentral. Sedangkan pihak kedua yaitu PT. Melati Tunggal Inti Raya
berhak atas pemanfaatan dan pengelolaan kios, los, front toko/kantor dan
pihak kedua dapat menyediakan tempat untuk memasang papan
iklan/reklame (billboard)  pada bangunan front toko maupun pasar.
Selanjutnya perjanjian a quo pada pasal 10 mengatur jangka waktu
pengelolaan dan pengoperasian, sebagai berikut :
(1) “PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepatat, jangka waktu
perjanjian kerjasama ini ditetapkan 25 (dua puluh lima) tahun
terhitung sejak tanggal Surat Keputusan tentang Pengelolaan
dan Pengoperasian sesuai Pasal 7 ayat (7), kecuali apabila
terjadi Force Majeure (overmact) seperti Pasal 8 ayat (2), maka
jangka waktu pengelolaan dapat diperpanjang atas musyawarah
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.”
(2) setelah berakhirnya masa kerjasama secara langsung tanpa
proses dan tuntutan ganti rugi atau tuntutan apapun juga, maka
tanah dan bangunan berikut fasilitasnya menjadi milik PIHAK
PERTAMA dalam keadaan baik dan terawat.
64 Pasal 9, Perjanjian Kerja Sama Tentang peremajaan dan Pengembangan Pasar Sentral Ujung
Pandang No: 44/511.2/SP/HK Pada Tanggal 26 Juli 1991.
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(3) PIHAK PERTAMA memberi prioritas kepada PIHAK KEDUA
untuk mendapat hak opsi guna memperoleh hak mengelola
kembali dengan mengajukan permintaan permohonan tertulis.”65
Berdasarkan pada Pasal di atas, secara eksplisit mengatur bahwa
perjanjian a quo dilaksanakan dalam jangka waktu 25 tahun terhitung sejak
dikeluarkannya Surat Keputusan Pengelolaan dan Pengoperasian.
Kemudian setelah perjanjian a quo berakhir, maka secara langsung pihak
kedua dalam hal ini PT. Melati Tunggal Inti Raya tidak lagi mempunyai hak
atas pengelolaan dan pengoperasian Pasar Sentral Makassar akan tetapi
pihak pertama memprioritaskan pihak kedua untuk mempunyai kembali hak
pengelolaan dan pengoperasian apabila pihak kedua mengajukan
permintaan permohonan tertulis.
Selama perjanjian a quo berlangsung, terjadi keadaan Force
Majeure (overmact) yaitu kebakaran, terkait kejadian tersebut maka dari itu
Walikota Makassar mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Makassar
tentang Penetapan Status Rapuh (Bouwvalleg) atas bangunan Blok A
Makassar Mall Kota Makassar. Atas dasar tersebut juga perjanjian a quo
kembali diaddendum.
Selain pengalihan objek perjanjian, dalam addendum kelima juga
mengatur perpanjangan sebagaimana diatur pada Pasal 5, yaitu sebagai
berikut :
65 Pasal 10, Perjanjian Kerja Sama Tentang peremajaan dan Pengembangan Pasar Sentral Ujung
Pandang No: 44/511.2/SP/HK Pada Tanggal 26 Juli 1991.
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“jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini diperpanjang 25 (dua puluh
lima) tahun.66
Jika dilihat dari addendum di atas, perjanjian a quo diperpanjang
sejak tanggal 21 Juni 2016 dikerluarkannya addendum tersebut sampai
dengan 21 Juni 2041. Ketentuan pada pasal 10 ayat (2) dan (3) tetap
berlaku.
Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) huruf  kPeraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah jo. Pasal 177 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
yaitu mengatur jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan paling
lama 30 (tiga puluh) tahun  sejak perjanjian ditandatangani dan dapat
diperpanjang.
Dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut
perjanjian a quo sudah mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam
hal jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan.
Akan tetapi, aturan ini membuat seolah-olah pengelolaan Barang
Milik Daerah akan terus berada pada pihak swasta yang melakukan
perjanjian kerja sama pemanfaatan dengan pemerintah. Tidak adanya
batas waktu sampai kapan jangka waktu perpanjangan perjanjian tersebut
66 Pasal 5, Addendum atas Perjanjian Kerjasama Nomor 44/511.2/SP/HK Tanggal 26 Juli 1991
tentang Peremajaan dan Pengembangan Pasar Sentral-Makassar Mall, Tanggal 21 Juni 2012
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dapat diperpanjang, memberikan kesan bahwa perjanjian tersebut dapat
diperpanjang terus-menerus.
Hadirnya Perusahaan Daerah dalam hal ini Perusahaan Daerah
yang mengurus mengenai pasar di Kota Makassar yaitu PD. Pasar
Makassar Raya Kota Makassar yang selanjutnya dapat mengelolah pasar
setelah perjanjian tersebut berakhir.
Selanjutnya pada pasal 13 ayat (1) perjanjian a quo mengatur
tentang pengelolaan sebagai berikut :
(1) “PIHAK KEDUA mempunyai hak mengelola sepenuhnya atas
bagian tempat usahanya serta fasilitasnya selama masa
pengelolaan dan pengoperasian, hak tersebut tidak dapat batal
bila PIHAK PERTAMA memindahkan hak atas tanah dikemudian
hari, karenanya hak atas tanah itu tak dapat dipindahkan Pihak
Pertama tanpa persetujuan bersama kedua bela pihak.”67
Berdasarkan pasal di atas, pihak kedua mempunyai hak mengelola
Pasar Sentral sesuai pembagian tempat usaha di atas, dan apabila pihak
pertama memindahkan hak atas tanah dikemudian hari maka harus dapat
persetujuan pihak kedua sebagai pihak yang mempunyai Hak Pengelolaan
Lahan (HPL) yang dengan pihak kedua diterbitkan Hak Guna Bangunan
(HGB) di atas tanah HPL tersebut selama masa perjanjian a quo sesuai
dengan dikeluarkannya Berita Acara Penyerahan Tanah Hak Pengelolaan
Lahan (HPL) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang
Nomor : 307/593.6/BA.
67 Pasal 13 ayat (1), Perjanjian Kerja Sama Tentang peremajaan dan Pengembangan Pasar Sentral
Ujung Pandang No: 44/511.2/SP/HK Pada Tanggal 26 Juli 1991.
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Dipertegasnya hak pihak kedua dalam pengelolaan dan
pemanfaatan dalam perjanjian a quo terdapat pada addendum kelima pada
Pasal 6 ayat (2) tentang pemanfaatan, sebagai berikut :
(2) “hak pemanfaatan PIHAK KEDUA atas Kios dan tempat usaha
yang berada pada Makassar Mall dapat dialihkan dan dijual
kepada Pihak Lain baik sebagian atau seluruhnya dengan
ketentuan tenggang waktu tidak melebihi jangka waktu Perjanjian
ini, yang proses pengalihannya dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.”68
Pengalihan dan penjaulan di atas yang dimaksud penjaulan Hak
Guna Bangunan yang berada pada pihak kedua yang kemudian dapat
dialihkan dan dijual dalam bentuk Hak Guna Bangunan kepada Pihak lain,
dengan ketentuan Pada Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40
Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
atas Tanah bahwa :
(1) “Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh tahun dan
dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh
tahun.”
Menurut pada tersebut kepemilikan Hak Guna Bangunan Pihak Kedua,
pihak Ketiga dan pihak lain yang dimaksud dalam perjanjian a quo jangka
waktunya paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
Perjanjian a quo juga mengatur hak pihak ketiga pada pasal 13 ayat
(7), sebagai berikut :
“Selama masa pengelolaan/pengoperasian oleh PIHAK KEDUA :
68 Pasal 6 ayat (2), Addendum atas Perjanjian Kerjasama Nomor 44/511.2/SP/HK Tanggal 26 Juli
1991 tentang Peremajaan dan Pengembangan Pasar Sentral-Makassar Mall, Tanggal 21 Juni 2012
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a) PIHAK KETIGA yang memperoleh hak dari PIHAK KEDUA dapat
memindahkan haknya kepada PIHAK LAIN tanpa terlebih dahulu
harus memberitahukan PIHAK PERTAMA, namun wajib
meminta izin kepada PIHAK KEDUA.
b) PIHAK KEDUA berhak dan PIHAK PERTAMA menyetujui untuk
PIHAK KEDUA menjual kios dan front toko baik secara tunai atau
kredit.”69
Berdasarkan pasal di atas, pihak ketiga yaitu pihak yang mempunyai
Hak Guna Bangunan (HGB) dari hasil perjanjian jual beli dengan pihak
kedua dapat memindahkan haknya kepada pihak lain tanpa persetujuan
pihak pertama tetapi wajib mendapatkan izin dari pihak kedua.
Melalui addendum kelima di atur pula mengenai pemanfaatan pada
pasal 6 ayat (3) dan (4) , sebagai berikut :
(3) “PIHAK PERTAMA memberi Hak dan Kuasa kepada PIHAK
KEDUA untuk melakukan perpanjangan dan atau pembaharuan
Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Bangunan Blok A dan B
Makassar Mall selama jangka waktu perjanjian ini, termasuk
mengatur, merubah dan menambah jenis usaha dan lantai
bangunan serta pemanfaatannya.
(4) atas hak pemanfaatan dimaksud pasal ini, PIHAK KEDUA
berhak atas pemecahan/pemisahan dan perpanjangan dan atau
pembaharuan atas sertifikat Hak Guna Bangunan atas
Bangunan Blok A dan Bangunan lama Blok B Makassar Mall
dimaksud Pasal 1 yang berada di atas hak Pengelolaan Lahan
Nomor 01 Tanggal 6 Februari 1992 atas nama Pemerintah Kota
Makassar, dengan jangka waktu tidak melebihi jangka waktu
perjanjian ini dan diproses sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.”70
Pemberian perpanjangan Hak Guna Bangunan dalam pasal di atas karena
perpanjangan jangka waktu perjanjian selama 25 (dua puluh lima) tahun
69 Pasal 13 , Perjanjian Kerja Sama Tentang peremajaan dan Pengembangan Pasar Sentral Ujung
Pandang No: 44/511.2/SP/HK Pada Tanggal 26 Juli 1991.
70 Pasal 6 ayat (3) dan (4), Addendum atas Perjanjian Kerjasama Nomor 44/511.2/SP/HK Tanggal
26 Juli 1991 tentang Peremajaan dan Pengembangan Pasar Sentral-Makassar Mall, Tanggal 21
Juni 2012
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terhitung sejak addendum kelima dilaksanakan seperti yang dijelaskan
pada bagian sebelumnya akibat terjadinya keadaan force majeure
(overmact) maka dari itu pihak kedua membangun kembali objek perjanjian
dan mendapatkan mengatur, merubah dan menambah jenis usaha dan
lantai bangunan serta pemanfaatannya.
Pada pasal 33 perjanjian a quo mengatur berakhirnya perjanjian,
sebagai berikut :
(2) “Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya, jika masa perjanjian
Kerja sama ini berakhir, dan pada saat berakhirnya perjanjian ini,
maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan bangunan (Blok A dan
B), termasuk pengelolaan ataupun hak untuk mendayagunakan
bangunan-bangunan yang telah terbangun tersebut secara
mutlak dan dalam keadaan terawat baik kepada PIHAK
PERTAMA”71
Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah yang mempunyai hak
kepemilikan apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir maka seluruh
hak pengelolaan yang berada pada Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak
Lainnya akan kembali kepada Pihak Pertama dalam keadaan terawat baik.
Hal ini telah diatur pengertian pemanfaatan pada Pasal 1 angka 10
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik
Negara/Daerah, yaitu :
“Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah
yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau
optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah
status kepemilikan.”
71 Pasal 33, Perjanjian Kerja Sama Tentang peremajaan dan Pengembangan Pasar Sentral Ujung
Pandang No: 44/511.2/SP/HK Pada Tanggal 26 Juli 1991.
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Berdasarkan pengertian di atas, pemanfaatan dengan menggunakan
Barang Milik Daerah tidak mengubah status kepemilikan Barang Milik
Daerah tersebut tetapi pihak kedua, pihak ketiga dan pihak lainnya untuk
dimanfaatkan demi kepentingan bersama.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa secara umum,
status Hak Pemilikan dan Pengelolaan dari Pasar Sentral diatur secara
spesifik dalam perjanjian. Hak Milik atas tanah dan Bangunan berada pada
Pihak Pertama atau Pemerintah Kota Makassar, kemudian pada saat
perjanjian Pihak Pertama menyerahkan Hak Pengelolaan (HPL) kepada
Pihak kedua guna diitempatkan/diterbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) di
atas tanah HPL tersebut selama 25 (dua puluh lima) atau selama jangka
waktu perjanjian a quo.
Pada tahun 2012 diadakannya addendum kelima, Pemerintah Kota
Makassar pengalihan objek perjanjian a quo kepada PD. Pasar Makassar
Raya Kota Makassar secara sertamerta menjadi pihak pertama dalam
perjanjian. Selain itu, jangka waktu perjanjian diperpanjang selama 25 (dua
puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal addendum. Dan apabila perjanjian
berakhir, maka Pihak Kedua wajib menyerahkan seluruh Hak Pengelolaan
dan Hak Guna Bangunan yang berada pada Pihak ketiga dan Pihak Lain





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan,
maka penulis menyimpulkan bahwa:
1. Bentuk hukum Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan antara
Pemerintah Kota Makassar dengan PT. Melati Tunggal Inti Raya
tentang Peremajaan dan Pengembangan Pasar Sentral Ujung
Pandang Nomor 44/511.2/SP/HK dikategorikan sebagai Kontrak
Publik. Hal ini berdasar pada kontrak tersebut mempunyai
karakteristik tersendiri, dilihat dari subjeknya yaitu Pemerintah
sebagai salah satu pihak dan objeknya yaitu Barang Milik Daerah
dalam hal untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.
2. Status Hak Milik atas tanas dan Bangunan berada pada Pihak
Pertama atau Pemerintah Kota Makassar, kemudian pada saat
perjanjian Pihak Pertama menyerahkan Hak Pengelolaan (HPL)
kepada Pihak kedua guna diitempatkan/diterbitkan Hak Guna
Bangunan (HGB) di atas tanah HPL tersebut selama 25 (dua puluh
lima) atau selama jangka waktu perjanjian a quo. Pada tahun 2012
diadakannya addendum kelima, seluruh hak dan kewajiban
Pemerintah Kota Makassar beralih kepada PD. Pasar Makassar
Raya Kota Makassar secara sertamerta menjadi pihak pertama
dalam perjanjian. Selain itu, jangka waktu perjanjian diperpanjang
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selama 25 (dua puluh lima) tahum terhitung sejak tanggal
addendum. Dan apabila perjanjian berakhir, maka seluruh hak-hak
dalam perjanjian termasuk Hak Pengelolaan (HPL) dan Hak Guna
Bangunan (HGB) kembali ke Pihak Pertama.
B. Saran
Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran
sebagai berikut :
1. Seyogyanya Pemerintah dalam melakukan hubungan hukum dalam
hal ini Perjanjian Kerja sama Pemanfaatan dengan pihak swasta
mempertegas atau memperjelas bentuk Perjanjian Kerjasama
karena hal tersebut berimplikasi pada pelaksanaan perjanjian
tersebut.
2. Perlunya pengaturan tentang batas waktu perpanjangan jangka
waktu perjanjian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Tidak
adanya aturan mengenai batas waktu perpanjangan jangka waktu
perjanjian membuat pemerintah seolah-olah kehilangan hak milik
dan hak pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menjadi
objek perjanjian karena terus diperpanjangan oleh pihak swasta.
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